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Nur  Hidayanti  4315500119. Analisis  Tingkat  Efektivitas,  Tingkat
Pertumbuhan, Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan
(PBB-P2) Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal. Skripsi. Tegal: Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal. 2019. 
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  mengetahui  Tingkat  Efektivitas,
Tingkat  Pertumbuhan,  Dan  Kontribusi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan
Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  menggunakan jenis
penelitian  analisis  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif. Jenis  data  yang
digunakan adalah data primer berupa jumlah penerimaan PBB-P2 dan Penerimaan
Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal dari tahun 2014 -2018. Teknik pengumpulan
data menggunakan , dokumentasi, dan wawancara. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Tingkat Efektivitas PBB-P2 Pada
tahun  2014-2018  relatif  stabil  mengalami  peningkatan  kecuali  tahun  2018
mengalami  penurunan.  Untuk  Tingkat  pertumbuhan  pendapatan  daerah  yang
tertinggi terjadi pada tahun 2015. Dan untuk tahun 2016 sampai dengan tahun
2018 mengalami penurunan setiap tahunnya, dan Pertumbuhan penerimaan PBB-
P2 di tahun 2014-2018 mengalami fluktuatif, pertumbuhan tertinggi terjadi pada
tahun  2017 dan  terjadi  penurunan  yang  sangat  signifikan  di  tahun  2018.
Kontribusi  penerimaan  PBB-P2  di  Kabupaten  Tegal  masih  kurang  dalam
memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.  
Kata kunci : Tingkat Efektivitas, Tingkat Pertumbuhan, Kontribusi. 
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ABSTRACT
Nur  Hidayanti  4315500119.  Analysis  of  Effectiveness  Levels,  Growth
Rate,  and Tax Contribution  of  Urban Rural  Land and Buildings  (PBB-P2)  to
Regional Revenues of Tegal Regency. Essay. Tegal: Faculty of  Economics and
Business, Pancasakti University Tegal. 2019.
This study aims to determine the Effectiveness Level, Growth Rate, and
Contribution of  Urban Rural  Land and Building Taxes  (PBB-P2)  to  Regional
Revenues of Tegal Regency.
The method used in  this  study  is  to  use  a type  of  descriptive  analysis
research with a qualitative approach. The type of data used is primary data in the
form of  the number of  PBB-P2 receipts  and receipts  of  regional  income from
Tegal Regency from 2014-2018. Data collection techniques use, documentation,
and interviews.
The results of this study indicate that the level of PBB-P2 Effectiveness in
2014-2018  was  relatively  stable  experiencing  an  increase  except  in  2018  it
decreased. The highest regional income growth rate occurred in 2015. And for
2016 to 2018 it has decreased every year, and the growth of PBB-P2 revenue in
2014-2018 has fluctuated,  the highest growth occurred in 2017 and there is a
decline significant in 2018. The contribution of PBB-P2 revenue in Tegal Regency
is still lacking in contributing to regional income.
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A.  Latar Belakang Masalah
   Pembangunan Daerah merupakan bagian dari pembangunan Nasional,
maka dalam hal  ini  memerlukan dana  untuk membiayai  pembangunan.  Dalam
mewujudkan  kemandirian  daerah  dalam  pembangunan  dan  mengurus  rumah
tangganya sendiri,  maka Pemerintah Daerah diberi  kesempatan untuk menggali
sumber-sumber  keuangan  yang  ada  di  daerah,  Pemerintah  Pusat  memberikan
wewenang  kepada  Pemerintah  daerah  (Desentralisasi).  Sejalan  dengan
desentralisasi  tersebut,  aspek  pembiayaannya  juga  ikut  terdesentralisasi.
Implikasinya,  suatu  daerah  dituntut  untuk  dapat  membiayai  pembangunan
daerahnya  sendiri. Tanggung jawab perencanaan sumber dana bagi pembangunan
ekonomi di daerah berada pada pemerintahan daerah.  Pemerintah daerah harus
mampu memanfaatkan berbagai potensi yang ada di wilayahnya, sehingga dapat
menjadi sumber pendapatan daerah, maka masing- masing daerah dituntut unruk
berupaya  meningkatkan  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dengan
menjalankan konsekuensi otonomi daerah [ CITATION Irs14 \l 1057 ] .
 PAD  merupakan  tolak  ukur  yang  penting  untuk  menentukan  tingkat
kemampuan  daerah  dalam  melaksanakan  otonomi  daerah  secara  nyata  dan
bertanggungjawab.  Berdasarkan UU No.  22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah, otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur
dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri
2berdasarkan  aspirasi  masyarakat  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan.
hal  ini  menjadikan tuntutan bagi  setiap daerah untuk bisa meningkatkan PAD.
peningkatan  ini  ditunjukan  untuk  meningkatkan  PAD  guna  membiayai  rumah
tangganya  sendiri.  Pemerintah  daerah  harus  mampu  memanfaatkan  berbagai
potensi  yang  ada  di  wilayahnya,  sehingga  dapat  menjadi  sumber  PAD  agar
mampu  membiayai  penyelenggaraan  pemerintah  dan  lebih  meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat. 
Menurut  Halim dalam  [ CITATION Sap13 \l  1057  ],  PAD merupakan
penerimaan  yang  diperoleh  daerah  dari  sumber  –  sumber  dalam  wilayahnya
sendiri  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan
perundang-undangan  yang  berlaku.  Sumber  pendapatan  daerah  terdiri  dari
berbagai  sumber  antara  lain  dari  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain- lain pendapatan asli daerah yang sah.
Pemerintah  daerah  harus  meningkatkan  dan  menggali  semaksimal  mungkin
sumber-  sumber  pendapatannya,  hal  ini   bertujuan  untuk  mensejahterakan
masyarakatnya. 
 Sektor  perpajakan  merupakan  salah  satu  sumber  pembiayaan
pembangunan,  dan  merupakan  pendapatan  negara  yang  digunakan  untuk
membiayai pembangunan serta pelayanan publik. Dimana pembangunan nasional,
pertumbuhan  dan  pengembangan  tersebut  membutuhkan  banyak  dana  untuk
mencapai target yang diinginkan. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan
negara  yang  sangat  penting  artinya  bagi  pelaksanaan  dan  peningkatan
pembangunan nasional,  yang merupakan pengamalan Pancasila  yang bertujuan
3untuk  meningkatkan  kemakmuran  dan  kesejahteraan  masyarakat.  dengan
demikian  sistem  perpajakan  terus  disempurnakan,  pemungutan  pajak
diintensifkan,  dan  aparat  perpajakan/pengelola  juga  harus  makin  mampu  dan
bersih  sehingga  dapat  mewujudkan  peran  yang  besar  dalam  pembangunan
nasional [ CITATION Ade13 \t  \l 1057  ]. Berdasarkan kewenangan pemungutan
pajak ,  di  Indonesia pajak dapat dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah.
Pajak pusat  merupakan pajak yang pemungutan dan pengelolaannya dilakukan
oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dikelola
oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota yang berguna
untuk menunjang penerimaan PAD [ CITATION Ade13 \t  \l 1057  ].
Menurut [ CITATION Ade13 \t  \l 1057  ] Pajak daerah merupakan iuran
wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa
imbalan yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan  yang  berlaku  yang  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan pembangunan. Sumber-sumber penerimaan pajak daerah
menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  adalah  Pajak  Hotel,  Pajak
Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir,
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung
Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan,  dan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan. 
Berdasarkan  UU No.28  Tahun  2009,  pemerintah  daerah  diperkenankan
untuk melakukan pemungutan pajak daerah di suatu daerah disesuaikan dengan
potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).
4Salah  satu  jenis  pajak  daerah  yang  diperkenankan  untuk  dilakukan
pemungutannya oleh pemerintah kabupaten/kota salah satunya adalah Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaaan (PBB-P2),  PBB-P2 merupakan pajak
yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan kedudukan
sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atas
manfaat bumi dan atau bangunan tersebut. Dasar dari  pengenaan PBB-P2 yaitu
nilai  jual  objek  pajak  (NJOP).  NJOP ditentukan  berdasarkan  harga  pasar  per
wilayah  dan  ditetapkan  setiap  tahun  oleh  menteri  keuangan  bersama  dengan
pemerintah  daerah  kabupaten/kota.  Pajak  PBB-P2 memiliki  peran  yang  cukup
besar bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, sehingga perlu ditangani
dan dikelola lebih intensif (Suparmono, 2010). 
 Pendapatan  PBB-P2  merupakan  pendapatan  yang  diperoleh  dari  hasil
pajak  daerah  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  dan  peraturan
perundang-undangannya. Perlu diketahui bahwa PBB-P2 merupakan jenis pajak
yang  penerimaaanya  dibagi-bagi  kepada  daerah  sebagai  dana  bagi  hasil  dana
perimbangan dari pusat ke daerah. PBB-P2 memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi
utama yaitu fungsi anggaran (budgetair), fungsi Pengantar (Regulerend),  Fungsi
Pemerataan dan Fungsi Stabilitas. 
 Fungsi anggaran (budgetair),  merupakan fungsi dimana pemerintah dapat
melakukan berbagai aktivitas dalam pembangunan di suatu daerah dengan tujuan
melaksanakan  kerjanya  dan  untuk  memajukan  bangsa.  Untuk  melaksanakan
kegiatan  tersebut  pemerintah  membutuhkan  dana  untuk  menjalankan  tugasnya
disinilah pajak sangat berperan penting dalam sumber dananya. Fungsi pengatur
5adalah pajak yang berfungsi sebagai pengatur ekonomi negara demi kepentingan
dan kemajuan negara tersebut. fungsi pengatur juga dapat diartikan sebagai salah
satu  cara  untuk  memanfaatkan  dana  pajak  tersebut  dengan  sebaik  mungkin.
Fungsi  Pemerataan,  merupakan  pemerataan  pendapatan  dari  penduduk  yang
bersumber  dari  pengutipan  pajak  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  berbagai
kegiatan  pembangunan  antara  lain  dapat  memberantas  kemiskinan  melalui
peningkatan kesempatan kerja dengan dibukanya lowongan pada suatu kegiatan
pembangunan yang bersifat padat karya. Sedangkan untuk fungsi stabilitas sendiri
yaitu suatu pajak yang berfungsi untuk manjaga kestabilan suatu negara. Misalnya
dalam suatu   pengendalian  terhadap inflasi  (peningkatan  harga),  inflasi  terjadi
karena  uang   yang   beredar  sudah  terlalu  banyak,  sehingga  pemerintah  akan
menaikan  tarif  pajak,  hal  ini  bertujuan  untuk  menyeimbangkan   peningkatan
inflasi agar terkontrol dengan baik. 
 Penerimaan  atau  pendapatan  suatu  daerah  yang  bersumber  dari  pajak
PBB-P2 sangat ditentukan oleh efektifitas dan pertumbuhan PBB-P2. Efektivitas
pada PBB-P2 dapat diketahui dari seberapa jauh tercapainya target suatu potensi
pada PBB-P2 yang telah ditetapkan dalam suatu ukuran berhasil  atau tidaknya
suatu  organisasi  dengan  tujuannya.  Dalam suatu  organisasi  dikatakan  berhasil
mencapai suatu tujuan, maka organisasi tersebut sudah berjalan dengan efekfif.
Tingkat Pertumbuhan penerimaan PBB-P2  juga dapat dijadikan alat ukur yang
tepat untuk mengetahui keefektifitasan dari PBB-P2. adapun yang menyebabkan
keterlambatan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya yaitu pemilik tanah dan
bangunan yang berada diluar kota. Hal ini menyulitkan bagi pemerintah setempat
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Faktor yang dapat mempengaruhi tingkat efektivitas PBB-P2 diantaranya adalah
penyuluhan,  faktor  pengawasan,  faktor  koordinasi  dan  faktor  kerjasama.  yaitu
sarana dan prasarana faktor domisili atau tempat tinggal wajib pajak. Dan faktor
penyampaian  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terhutang  (SPPT),  besarnya  realisasi
penerimaan  PBB-P2  tergantung  pada  efektifitas  pemungutan  pajak  (  Eprints,
2017).
 Fenomena atau permasalahan dalam PBB-P2 yang ada di  DKI Jakarta
adalah  mengenai  kenaikan nilai  jual  obyek pajak  (NJOP)  yang berujung pada
naiknya PBB-P2. Anies mengatakan, seharusnya kenaikan NJOP hanya terjadi di
zona komersial. saat ini Pemprov DKI Jakarta sedang melakukan perubahan zona
di wilayah Jakarta. Wilayah yang sedang berkembang ekonominya dimasukkan ke
dalam  zona  komersial.  Hal  ini  bertujuan  supaya  kegiatan  ekonomi  yang
berlangsung di zona tersebut memberi manfaat untuk seluruh warga di Jakarta.
Namun  akibat  kenaikan  NJOP  kawasan  permukiman  yang  tidak  melakukan
kegiatan komersial ikut meningkat, salah satu permukiman yang ikut terdampak
adalah  Jagakarsa.  Menurut  kepala  Badan  Pajak  dan Retribusi  Daerah  (BPRD)
DKI  Jakarta  Faisal  Syafruddin  membenarkan  adanya  kenaikan  PBB-P2  di
Jagakarsa, Jakarta Selatan disebabkan banyaknya klaster yang dibangun sehingga
NJOP-nya dinaikkan. Kenaikan itu dilakukan di zona komersial seperti Jagakarsa
karena sekarang tumbuh adanya klaster baru. Yang dulu tidak ada, hanya tanah
hamparan kosong, sekarang tumbuh perumahan-perumahan [ CITATION Jes18 \l
1057  ].
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PBB-2  disebabkan  karena  banyaknya  pembangunan  infrastruktur  di  wilayah
tersebut.  PBB-2  yang  meningkat  itu  dibarengi  dengan  adanya  kegiatan
pembangunan infrastruktur  yang  mengakibatkan meningkatnya  nilai  ekonomis,
hal  tersebut merupakan proses yang biasa.  Apabila ada kegiatan pembangunan
baik  jalan  atau  infrastruktur  lain,  nilai  ekonomi sebuah lahan pasti  akan naik.
PBB-2  yang  dibayar  pun  akan  disesuaikan  dengan  kenaikan  itu [  CITATION
Car181 \t  \l 1057  ].
Berdasarkan data yang diolah dari penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Tegal
dari tahun 2014 – 2018 secara keseluruhan sudah efektif. Dengan rata-rata 82%-
105%.  dan  untuk pertumbuhan PBB-P2 dari  tahun 2014 sampai dengan 2018
mengalami peningkatan dan penurunan, untuk pertumbuhan PBB-P2 yang paling
rendah pada tahun 2018 dengan jumlah 82,9% dan yang paling besar pada tahun
2017 yaitu 105%. Sedangkan untuk kontribusi PBB-P2 untuk pendapatan daerah
secara keseluruhan mengalami peningkatan dan penurunan dalam setiap tahunya.
Jika dilihat dari klasifikasi kriteria dari kontribusi PBB-P2 masih kurang dalam
memberikan kontribusinya terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Tegal. yaitu
dengan kriteria sangat kurang untuk tahun 2014, dan 2016 dan dengan kriteria
kurang untuk tahun 2015, 2017 dan 2018. Dari data ini berarti PBB-P2 belum
memberikan kontribusi  yang baik  terhadap  pendapatan  pemerintah  daerah  dan
masih  kurang dalam menjalankan fungsi  pajak  yaitu  sebagai  fungsi  Budgetair
sebagai  sumber  pemerintah  yang  dipungut  untuk  membiayai  pengeluaran  dan
8belanja  pemerintah,  dan  menyediakan  fasilitas  umum  yang  digunakan  oleh
masyarakat seperti rumah sakit, sekolah dan jalan raya. 
Adanya  analisis  diatas  menjukan  penerimaan  dari  PBB-P2  mengalami
kenaikan dan penurunan didalam menjalankan pendapatan daerah.  untuk dapat
meningkatkan laju pertumbuhan di suatu daerah tingkat pertumbuhan pajak sangat
perlu,  dari  perolehan  pajak  dalam  periode  tahunan  akan  berguna  bagi  daerah
karena pendapatan daerah yang cukup besar akan digunakan untuk membiayai
kegiatan  pembangunan  yang  dilakukan  oleh  negara,  sehingga  perlu  adanya
peningkatan suatu realisasi penerimaan pajak daerah. Salah satunya peningkatan
penerimaan  PAD yang bersumber dari PBB-P2. 
Terdapat  penelitian  terdahulu  yang  melakukan  penelitian  mengenai
pendapatan daerah. Hasil penelitian dari dari  [ CITATION Ade13 \t  \l 1057  ]
menyatakan  bahwa  tingkat  efektifitas  dari  PBB  sangat  efektif  namun  dalam
kontribusinya  belum  efektif.  [  CITATION  Eun13  \t   \l  1057   ] PBB  masih
memiliki kontribusi yang masih sedikit dengan rata-rata 3,99% selama 5 tahun.
Penelitian  [ CITATION pol14 \l 1057  ] menyatakan bahwa tingkat efektifitas
penerimaan  PBB  dan  kontribusinya  dalam  pendapatan  daerah  sudah  sangat
efektif.  [  CITATION Uti16  \l  1057  ] untuk  tingkat  efektifitas  PBB-P2  sangat
efektif dan untuk kontribusinya belum konsisten.  [ CITATION Sap13 \l 1057  ]
tingkat  efektivitas  penerimaan  PBB-P2  Kota  Surabaya  masih  kurang  efektif.
[  CITATION  Pra14  \l  1057  ] menyatakan  bahwa  pungutan  PBB  di  Kota
Probolinggo  masih  kurang  efektif  karena  belum  mencapai  target.  Namun
demikian  penelitian  ini  lebih  memfokuskan  di  Kabupaten  Tegal  dimana
9penerimaan  PBB-P2 belum mencapai  Target  dan  masih  mengalami  volatilitas.
Oleh  karena  itu  perlu  dianalisis  tingkat  efektivitas,  tingkat  pertumbuhan
penerimaan PBB-P2 kemudian seberapa Kontribusi  PBB-P2 tersebut   terhadap
Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal. Berdasarkan latar belakang masalah yang
telah  diuraikan diatas,  maka penelitian  ini  tertarik  untuk mengangkat  kedalam
penelitian yang berjudul “Analisis Tingkat Efektivitas, Tingkat Pertumbuhan,
Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2)
Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal”.
B. Perumusan Masalah  
  Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka  dapat  diperoleh  rumusan
masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana Tingkat Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
Perkotaan  (PBB-P2)  Terhadap  Pendapatan  Daerah  pada  Kabupaten
Tegal dari tahun 2014 sampai dengan 2018 ?
2. Bagaimana  Tingkat  Pertumbuhan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan
Perdesaan  Perkotaan  (PBB-P2)  Terhadap  Pendapatan  Daerah
Kabupaten Tegal dari tahun 2014 sampai dengan 2018?
3. Bagaimana Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan
(PBB-P2) Terhadap Pendapatan Daerah  Kabupaten Tegal  dari  tahun
2014 sampai dengan 2018 ? 
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C. Tujuan Penelitian  
  Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah
dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk  mengetahui  Tingkat  Efektivitas  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan
Perdesaan  Perkotaan  (PBB-P2)  Terhadap  Pendapatan  Daerah  di
Kabupaten Tegal  dari tahun 2014 sampai dengan 2018.
2. Untuk mengetahui Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi Dan
Bangunan  Perkotaan  Perdesaan  (PBB-P2)  Terhadap  Pendapatan
Daerah Kabupaten Tegal dari tahun 2014 sampai dengan 2018.
3. Untuk  mengetahui  seberapa  besar  Kontribusi  Pajak  Bumi  Dan
Bangunan  Perdesaan  Perkotaan  (PBB-P2)  Terhadap  Pendapatan
Daerah Kabupaten Tegal dari tahun 2014 sampai dengan 2018.  
D. Manfaat Penelitian 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap
pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:
1. Aspek Teoritis
 Diharapkan hasil  penelitian ini dapat menjadi sumber informasi
bagi  jurusan  akauntansi  khususnya  dalam  hal  perpajakan  serta  dapat
menjadi  bahan  referensi  dan  perbandingan  untuk  penelitian-  penelitian
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selanjutnya  yang  berkaitan  dengan  analisis   tingkat  efektivitas,
pertumbuhan  penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan  dan  kontribusinya
terhadap pendapatan daerah.
2. Aspek Praktis  
1) Bagi  Kantor   Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten
Tegal
Diharapkan  dapat  dijadikan  sebagai  bahan  masukan  dalam
pertimbangan  didalam  menentukan  kebijakan  yang  berkaitan
dengan Tingkat Efektivitas pertumbuhan penerimaan pajak bumi
dan  bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2)  dan
kontribusinya,  serta  dapat  memberikan  bahan  masukan  dan
sumbang saran dalam mengambil kebijakan. 
2) Bagi Fakultas
Diharapkan  dapat  menjadikan  acuan  atau  referensi  bagi  peneliti
lain  yang ingin melakukan penelitian  dan pengembangan sistem
informasi pengelolaan data skripsi/ Tugas Akhir. 
3) Bagi penulis
Penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai  sarana  menerapkan  ilmu
yang diterima dibangku kuliah sekaligus menambah wawasan dan
pengetahuan  dalam  mengaplikasikan  ilmu  yang  didapat  selama
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A. Landasan Teori   
1. Pajak   
1) Pengertian Pajak
 Menurut  Djajadiningrat  Pajak  sebagai  suatu  kewajiban
menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan
oleh  suatu  keadaan,  kejadian,  dan  tingkah  laku  yang  memberikan
kedudukan  tertentu,  tetapi  bukan  sebagai  hukuman  melainkan  ,
berdasarkan   aturan  yang  sudah  ditetapkan  pemerintah  yang  dapat
dipaksakan,  hal  ini  tidak  ada  jasa  timbal  balik  dari  negara  yang
diperoleh  secara  langsung  untuk  memelihara  kesejahteraan  secara
umum [ CITATION Sit17 \l 1057  ].  
Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 yaitu tentang
perubahan  keempat  atas  Undang-Undang  Nomor   6   tahun  1983
tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1
berbunyi  pajak  adalah  kontribusi  wajib  pajak  kepada  negara  yang
terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa
berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat [ CITATION Mar16 \t  \l 1057  ] 
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Dari  pengertian  pajak  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  pajak
merupakan  kewajiban  menyerahkan  sebagian  dari  kekayaan  ke  kas
negara yang dilakukan oleh wajib pajak kepada negara yang terutang
oleh  orang  pribadi  atau  badan   sesuai  dengan   peraturan  yang
ditetapkan pemerintah dan  berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapatkan  imbalan  secara  langsung  hal  ini  digunakan  untuk
keperluan negara dan kemakmuran rakyat seperti sarana dan prasarana
jalan, pendidikan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. 
2) Fugsi Pajak 
 Menurut  [ CITATION Sit17 \l 1057 ] terdapat dua fungsi pajak,
yaitu  fungsi Budgetair,(sumber  keuangan  negara)  dan  fungsi
Regularend (pengatur).
Fungsi  Budgetair (Sumber  Keuangan  Negara),  Pajak
mempunyai fungsi  budgetair,  artinya pajak adalah salah satu sumber
penerimaan  pemerintah  yang  digunakan  untuk  membiayai
pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber negara,
pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas
negara.  Untuk penyempurnaan peraturan dari jenis pajak seperti, Pajak
Pertambahan Nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2),   Pajak Penjualan atas
Barang  Mewah  (PPnBM),  dan  sebagainya,  dapat  dilakukan  upaya
ekstensifikasi dan intensifikasi. 
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Fungsi  Regularend (Pengatur),  Pajak  mempunyai  fungsi
pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mancapai
tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.
3) Jenis Pajak
 Menurut  [ CITATION Sit17 \l 1057 ] terdapat berbagai jenis
pajak yang dapat dikelompokan menjadi tiga,  yaitu pengelompokan
menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutnya. 
a. Menurut Golongan
Pajak dikelompokan menjadi 2 (dua):
1) Pajak Langsung,  pajak yang harus dipikul  atau ditanggung
sendiri  oleh  wajib  pajak  dan  tidsk  dapat  dilimpahkan  atau
dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.  Pajak harus
menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. 
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). misalnya, PPh dibayar atau
ditanggung  oleh  pihak-pihak  tertentu  yang  memperoleh
penghasilan tersebut.
2) Pajak  Tidak  Langsung,  Pajak  yang  pada  akhirnya  dapat
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak
ketiga. Pajak tidak langsung terjadi ketika ada suatu kegiatan,
peristiwa,  atau  perbuatan  yang  menyebabkan  terutangnya
pajak, misalnya terjadinya  penyerahan barang atau jasa.
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Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN terjadi akibat
adanya penambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini
dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang,
tetapi  dapat  dibebankan  kepada  konsumen  baik  secara
eksplisit  maupun  implisit  (  dimasukan  dalam  harga  jual
barang atau jasa).
b. Menurut Sifat
Pajak  dapat  dikelompokan  menjadi  2  (dua).  Berikut  ini
penjelasannya.
1) Pajak  Subjektif,  pajak  yang  pengenannya  memperhatikan
keadaan  pribadi  wajib  pajak  atau  pengenaan  pajak  yang
memperhatikan subjeknya.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). pada PPh terdapat subjek
pajak  (Wajib  Pajak)  orang  pribadi.  Pengenaan  PPh  untuk
orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan Pribadi wajib
pajak tersebut misalnya ( status perkawinan, banyaknya anak,
dan tanggungan lainnya). 
2) Pajak  Objektif,  Pajak  yang  pengenaannya  memperhatikan
objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan , maupun
peristiwa  yang  mengakibatkan  timbulnya  kewajiban
membayar  pajak,  tanpa  memperhatikan  keadaan  pribadi
Subjek Pajak ( Wajib Pajak) dan tempat tinggal
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Contoh:  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN),  Pajak  penjualan
atas  barang  mewah  (PPnBM),  serta  Pajak  Bumi  dan
Bangunan (PBB).
c. Menurut Lembaga Pemungut
Pajak dikelompokan menjadi 2(dua) yaitu:
1) Pajak Negara (Pajak Pusat),  yaitu Pajak yang dipungut oleh
pemerintah  pusat  serta  digunakan  untuk  membiayai  rumah
tangga negara pada umumnya.
Conto: PPh, PPN, dan PPnBM.
2) Pajak Daerah, Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah,
baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah ingkat
II (Pajak Kabupaten/Kota),  dan digunakan untuk membiayai
rumah tangga daerah masing-masing. 
Contoh:  Pajak  Kendaraan  Bermotor,  Bea  Balik  Nama
Kendaraan  Bermotor,  Pajak  Air  Permukaan,  Pajak  Bahan
Bakar Kendaraan, Pajak Hotel, Pajak Rokok, Pajak Restoran,
Pajak  Hiburan,  Pajak  Reklame,  Pajak  Penerangan  Jalan,
Pajak Parkir, Pajak mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak
sarang  Burung  Walet,  Pajak  Air  Tanah,  Pajak  Bumi  Dan
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan. 
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4) Sistem Pungutan Pajak
  Menurut [ CITATION Wal17 \l 1057 ] sistem pemungutan
pajak dapat dibagi menjadi 3 yaitu:
a. Official Assesment System,  adalah sistem pemungutan pajak
yang memberi  wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk
menentukan besarnya pajak yang terutang.
Ciri-ciri Official Assesment System adalah:  
1)  Wewenang  untuk  menentukan  besarnya  pajak  terutang
berada pada fiskus.
2) Wajib Pajak bersifat pasif. 
3) Utang pajak terjadi setelah dikeluarkannya surat ketetapan
pajak oleh fiskus.
b. Self Assesment System 
Self Assesment System, adalah sistem pemungutan pajak yang
memberi  wewenang,  kepercayaan,  tanggung  jawab  kepada
Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan,membayar,
dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
c. Withholding System
Withholding  System,  adalah  sistem pemungutan  pajak  yang
memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memtong atau
memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
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5) Asas Pungutan Pajak
Terdapat  3  (Tiga  )  asas  Pungutan  Pajak  menurut   [  CITATION
Sit17 \l 1057 ].
a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak
atas  seluruh penghasilan  wajib  pajak  yang bertempat  tinggal
diwilayahnya,  baik  penghasilan  yang  berasal  dari  dalam
maupun luar negeri.
b. Asas Sumber
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak
atas  penghasilan  yang  bersumber  dari  wilayahnya  tanpa
memperhatikan tempat tinggal wajib pajak .
c. Asas Kebangsaan
Asas  ini  menyatakan  bahwa  pengenaan  suatu  pajak
dihubungkan dengan kebangsaan negara tersebut. 
6) Syarat Pungutan Pajak 
Agar  pemungutan  pajak  tidak  menimbulkan  hambatan  atau
perlawanan,  maka  pemungutan  pajak  harus  memenuhi  syarat
sebagai berikut: [ CITATION Mar16 \t  \l 1057  ]
a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
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Sesuai  dengan  tujuan  hukum,  yakni  mencapai  keadilan,
undang-undang  serta  pelaksanan  pemungutanya  harus
dilakukan  secara  adil.  Adil  dalam  perundang-undangan
diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta
disesuaikan  dengan  kemampuan  masing-masing.  Sedang  adil
dalam  pelaksanaannya  yakni  dengan  memberikan  hak  bagi
Wajib  Pajak  untuk  mengajukan  keberatan,  penundaan  dalam
pembayaran  dan  mengajukan  banding  kepada  Majelis
Pertimbangan Pajak. 
b. Pemungutan  pajak  harus  berdasarkan  undang-undang  (Syarat
Yuridis) 
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2.
Hal ini menyatakan bahwa jaminan hukum harus menyatakan
keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
Kegiatan  yang  dipungut  dari  pajak  tidak  boleh  menghambat
kelancaran  produksi  maupun  perdagangan,  sehingga  tidak
menjadikan perekonomian masyarakat menurun. 
d. Sistem pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat
ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 
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Kemudahan  sistem  pungutan  pajak  yang  sederhana  akan
meningkatkan  masyarakat  dalam  memenuhi  kewajiban
perpajakannya. 
2. Pajak Daerah 
Menurut Prakoso dalam [ CITATION Sap13 \l 1057  ]  Pajak
Daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang
dilakukan oleh  pemerintah  daerah  tanpa  imbalan  langsung yang
seimbang,  yang  dapat  dipaksakan  berdasarkan  peraturan
perundang-undangan  yang  berlaku,  yang  digunakan  untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan
daerah. 
 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang
Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah,  dapat  dijelaskan  sebagai
berikut “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran
wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah
tanpa  imbalan  langsung  yang  seimbang,  yang  dipaksakan
berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  yang
digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan
Daerah dan pembangunan Daerah”. Pajak Daerah harus ditetapkan
dengan Peraturan Daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD
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dan tidak boleh bertentangan dengan pajak Pemerintah Pusat serta
tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. 
 Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  disimpulkan,  Pajak  daerah
adalah  kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan
undang-undang  yang  berlaku,  masyarakat  tidak  mendapatkan
imbalan secara langsung karena, digunakan untuk keperluan daerah
serta untuk kemakmuran rakyat. 
 Pajak daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 
1)  Pajak  daerah  yang  berasal  dari  pajak  negara  yang
diserahkan kepada daerah,
2)  Penyerahannya berdasarkan Undang-Undang, 
3) Pajak  daerah  dipungut  oleh  daerah  berdasarkan  dengan
kekuatan Undang-Undang dan peraturan hukum, dan
4)  Hasil  pungutan  pajak  daerah  dipergunakan  untuk
membiayai  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  dan
pembangunan daerah. 
Jenis Pajak dan Objek Pajak [ CITATION Mar16 \t  \l 1057  ]
ada 2 (dua) bagian, yaitu:
1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
a. Pajak kendaraan bermotor
b. bea balik nama kendaraan bermotor 
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c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
d. Pajak air permukaan; dan
e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/ Kota, Terdiri dari:
a. Pajak hotel 
b. Pajak restoran 
c. Pajak hiburan 
d. Pajak reklame
e. penerangan jalan 
f. Pajak mineral bukan logam dan batuan 
g. Pajak parkir 
h. Pajak air tanah 
i. Pajak sarang burung wallet 
j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 
k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 
  Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi,
tetapi  dalam daerah kabupaten/kota  otonom, seperti  daerah khusus Ibu
Kota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut  merupakan gabungan dari
pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.    
3. Pendapatan Daerah 
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Berdasarkan Pasal 1 dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, PAD
adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber di dalam daerah
yang dipungut sesuai dengan  peraturan daerah tersebut dan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
PAD  adalah  sumber  penerimaan  dari  wilayahnya  sendiri  dan
dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku [ CITATION Sap13 \l 1057  ]. PAD
juga  dapat  diartikan  penerimaan  keuangan  dari  seluruh  sumber
pendapatan  yang ada di daerah tersebut serta mempunyai potensi seperti
hasil  pajak  daerah,  hasil  retribusi  daerah,  hasil  pengolahan  kekayaan
daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.  
1) Sumber- sumber PAD terdiri atas :  
1) Hasil Pajak Daerah
  Pajak Daerah adalah pungutan wajib yang dibayar oleh
rakyat  kepada  pemerintah  daerah  dan  akan  digunakan  untuk
kepentingan  pemerintahan  dan  kepentingan  umum.  Rakyat  yang
membayar  pajak  tidak  akan  dapat  merasakan  manfaat  atau
keuntungan  tersebut  secara  langsung,  hal  ini  dikarenakan  pajak
daerah  ini  nantinya  akan  digunakan  untuk  kepentingan  umum,
bukan kepentingan pribadi.  Pajak daerah juga salah satu sumber
dana  pemerintah  yang  digunakan  untuk  menjalankan  program-
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progam pemerintahannya.  Pajak  daerah  adalah  iuran  dari  rakyat
yang  dipungut  secara  paksa  oleh  pemerintah  daerah  dan  untuk
pemerintah  daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan
yang berlaku.  Jenis – Jenis Pajak daerah antara lain adalah sebagai
berikut :




e) Pajak Penerangan Jalan
f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
g) Pajak Parkir
h) Pajak rokok
i) Pajak Kendaraan Bermotor
j) Pajak Air Permukaan, dll.
2) Hasil Retribusi Daerah
 Retribusi  daerah  merupakan  pungutan  yang  wajib
dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah
atas jasa atau pemberian izin tertentu. Retribusi dipungut langsung
oleh  pemerintah  daerah  dan  dalam pemungutannya  dapat  bersifat
paksaan secara ekonomis karena sesuai dengan undang-undang yang
25
berlaku. Retribusi daerah ini  dipungut dengan menggunakan Surat
Ketetapan  Retribusi  Daerah  (SKRD)  atau  dukomen  lain  yang
dipersamakan. Beberapa jenis retribusi antara lain :  
a) Retribusi pelayanan kesehatan
b) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
c) Retribusi terminal
d) Retribusi tempat khusus parkir
e) Retribusi pengujian kapal perikanan
f) Retribusi pelayanan pasar, dll 
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan
  Kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum
yang  sesuai  dengan  anggaran  belanja  daerah  serta  dimaksudkan
untuk  dikuasai  dan  dipertanggungjawabkan  sendiri.  Hasil
Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  yang  dipisahkan  ini  antara  lain
termasuk laba dari  lembaga keungan bank,  laba dari  Perusahaan
daerah,  dan  laba  dari  penyertaan  modal  kepada  badan  usaha
lainnya.  
2) Dana Perimbangan  
1) Dana Bagi Hasil
Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan
kepada  suatu  daerah  berdasarkan  angka  presentasi  digunakan
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untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  tersebut  dengan  tujuan
menjalankan Desentralisasi. (PP No.55 tahun 2005)
2) Dana Alokasi Umum
Dana alokasi umum (DAU) nerupakan dana yang bersumber dari
APBN  yang  dialokasikan  dengan  tujuan  untuk  pemerataan
kemampuan  keuangan  antar  suatu  daerah  untuk  membiayai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. (PP
No.55 Tahun 2005).
3) Dana Alokasi Khusus
Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber
dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan
tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus sesuai dengan
kepentingan  daerah  dan  sesuai  prioritas  Nasional  (PP  No.55
Tahun 2005) 
3) Lain-lain Pendapatan yang sah 
 Sesuai  dengan pasal  6 dalam Undang Undang Nomor 33
Taun 2004, tentang Perimbangan Keuagan antara Pemerintah Pusat
serta  pemerintah   Daerah,  Pendapatan  Daerah  lainnya  yang  sah
antara lain :
a.  Pendapatan Bunga 
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b.  Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 
c. Jasa Giro 
d. Komisi, potongan, atau bentuk lain dari penjualan dan pengadaan
barang atau jasa oleh daerah.
e. Keuntungan selisih nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata
uang asing 
4. Pajak Bumi dan Bangunan 
a. Pengertian Pajak Bumi dan  Bangunan
 Berdasarkan Pasal 1 UU No. 12 Tahun 1985 sebagimana
telah diubah dengan  UU No.12 Tahun 1994 adalah, Bumi. Yang
dimaksud  dengan  bumi  dalam UU No.  12  Tahun  1994  tentang
pajak bumi dan bangunan adalah permukaan bumi dan tubuh bumi
yang  ada  di  bawahnya.  Permukaan  bumi  meliputi  tanah  dan
perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa tambak pengairan ) serta
laut wilayah indonesia. Serta yang dimaksud Bangunan merupakan
konstruksi  teknik  yang tertanam atau diletakan secara permanen
pada  tanah  dan  perairan  yang  digunakan  untuk  tempat  tinggal,
tempat usaha dan yang diusahakan[ CITATION Tja05 \l 1057 ]. 
PBB merupakan  salah  satu  jenis  pajak  yang  sepenuhnya
diatur  oleh  pemerintah  untuk  menentukan  besarnya  pajak
(menganut sistem pemungutan  official assessment system).  Pajak
ini  bersifat  kebendaan  dalam  arti  besarnya  pajak  terutang
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ditentukan  oleh  keadaan  objek  pajak   misalnya  bumi/tanah
dan/atau bangunan. Di sini keadaan subyek (siapa yang membayar)
tidak ikut menentukan besarnya suatu pajak.
Menurut suparmono dalam  [ CITATION Wic17 \l 1057 ]
PBB-P2  adalah  pajak  yang  dipungut  atas  tanah  dan  bangunan
karena  adanya  keuntungan  dan  kedudukan  sosial  ekonomi  yang
lebih  baik  bagi  orang  atau  badan  yang  mempunyai  hak  atas
manfaat bumi dan atau bangunan tersebut. Dasar pengenaan PBB-
P2 adalah NJOP. 
Widyaningsih  dalam  [  CITATION pol14 \l  1057  ] PBB
adalah pajak yang bersifat  kebendaan dalam arti  besarnya pajak
terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau
bangunan. Bumi merupakan permukaan bumi (tanah dan perairan)
dan  tubuh  bumi  yang  ada  di  pedalaman  dan  laut  yang  ada  di
wilayah Indonesia. Serta  Bangunan adalah konstruksi teknik yang
ditanam dan dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. 
PBB-P2  adalah  iuran  yang  dikenakan  terhadap  pemilik,
pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari
bumi  dan  atau  bangunan.  Pengertian  Bumi  disini  yaitu  yang
termasuk  permukaan  bumi  dan  tubuh  bumi  yang  berada
dibawahnya. Bumi menunjuk pada permukaan bumi meliputi tanah
dan  perairan  pedalaman serta  laut  wilayah  Indonesia.  Bangunan
adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap
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pada tanah dan atau perairan dan digunakan sebagai tempat tinggal
atau tempat berusaha. 
Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak
yang  dipungut  atas  bumi  dan  bangunan  termasuk  tanah  dan
perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia, yang dikenakan
terhadap  pemilik,  pemegang  kekuasaan,  penyewa  dan  yang
memperoleh  manfaat  dari  bumi  dan  atau  bangunan  untuk
membayarkan pajak terutang yang ditentukan oleh keadaan objek
yaitu bumi, tanah dan bangunan.
b. Dasar  Hukum Pajak Bumi dan Bangunan
[ CITATION Tja05 \l 1057 ] Dasar hukum pajak bumi dan 
bangunan (PBB) adalah sebagai berikut:
1) Undang-undang No.12 Tahun 1985 yang berkaitan  dengan
pajak  bumi  dan  bangunan  sebagaimana  telah  diperbarui
menjadi Undang-Undang No.12 Tahun 1994.
2) Keputusan Menteri keuangan No.201/KMK.04/2000  tentang
penyesuaian  besarnya  Nilai  Jual  Objek  Pajak  Tidak  Kena
Pajak (NJOPTKP) sebagai dasar perhitungan pajak bumi dan
bangunan. 
3) Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2002 tentang penetapan
besarnya  Nilai  Jual  Kena  Pajak  untuk  penghitungan  pajak
bumi dan bangunan.
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4) Keputusan Menteri Keuangan  No.552/KMK.03/2002 tentang
perubahan atas keputusan mentri Keuangan Nomor 82/KMK.
04/2000  tentang  pembagian  hasil  penerimaan  PBB  antara
pemerintah pusat serta pemerintah daerah.
5) Keputusan  Menteri  Keuangan  No.1002/KMK.04/1985
tentang tatacara mendaftaran Objek PBB.
6) Keputusan Mentri Keuangan No.1006/KMK.04/1985 tentang
cara penagihan PBB dan penunjukan pejabat yang berwenang
mengeluarkan surat paksa.
7) Keputusan Mentri Keuangan No.1007/KMK.04/1985 Tentang
pelimpahan wewenang penagihan pajak bumi dan bangunan
kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/
Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II. 
8) Keputusan Menteri Keuangan  No.523/KMK.04/1998 tentang
penentuan  klasifikasi  dan  Besarnya  NJOP  sebagai  dasar
pengenaan PBB.
 Adapun Asas PBB menurut  [ CITATION Mar061 \t   \l
1057  ] meliputi: 
1) Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.
31
2) Adanya kepastian hukum.
3) Mudah dimengerti dan adil.
4) Menghindari pajak berganda.
c. Jenis Objek Pajak dan Subjek Pajak 
[  CITATION Mar16 \t   \l  1057  ] menyatakan  bahwa
objek PBB adalah bumi dan/atau bangunan. klasifikasi bumi dan
bangunan yaitu pengelompokan dari bumi dan bangunan menurut
nilai  jualnya  serta  digunakan  sebagai  pedoman,  dan  untuk
memudahkan perhitungan pajak yang terutang. 
 Dalam menentukan  klasifikasi  bumi/  tanah  diperhatikan
faktor-faktor sebagai berikut: Letak, peruntukan, pemanfaatan dan
kondisi  lingkungan.   sedangkan  dalam  menentukan  klasifikasi
bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: Bahan yang
digunakan, Rekayasa, Letak, Kondisi Lingkungan,dll.
Objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek pajak
yang: 
1) Digunakan semata-mata untuk kepentingan umum dan tidak
untuk mencari keuntungan, antara lain:
a. Di bidang ibadah,contoh:masjid,gereja,vihara.
b. Di bidang kesehatan,contoh: rumah sakit
c. Di bidanglpendidikan,contoh:madrasah, pesantren
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d. Di bidang sosial,contoh: panti asuhan
e. Di bidang kebudayaan,contoh: museum,candi 
2)  Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata,
taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa,
dan tanah negara yang belum dibebani surat hak. 
3) Digunakan untuk pemakaman, peninggalan situs purbakala,
serta yang sejenis dengan itu. 
4) Digunakan  untuk  perwakilan  organisasi  Internasional  dan
badan yang ditentukan dari Mentri Keuangan.
5) Digunakan  oleh,  konsulat  dan  perwakilan  diplomatik  yang
berdasarkan asas perlakuan timbal balik. 
  Yang  dimaksud  objek  pajak  yaitu  objek  pajak  yang
digunakan/dimiliki/dikuasai  oleh  Pemerintah  Pusat   serta
pemerintah  Daerah  dalam  menyelenggarakan  pemerintah.  PBB
merupakan  pajak  negara  yang  sebagian  besar  penerimaanya
merupakan  pendapatan  daerah  yang  antara  lain  dan  digunakan
untuk  penyediaan  fasilitas  yang juga  dinikmati  oleh  Pemerintah
Pusat serta Pemerintah Daerah.
 Menurut  [ CITATION Mar16 \t  \l 1057  ] Subjek Pajak
adalah orang atau  badan yang secara nyata mempunyai suatu hak
atas  bumi,  dan/atau   memperoleh  manfaat  atas  bumi,  dan/atau
memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.
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[ CITATION Tja05 \l 1057 ] yang menjadi subjek PBB menurut
ketentuan  pasal  4  UU  No.12  Tahun  1985  sebagaimana  telah
berubah menjadi UU No.12 Tahun 1944 yaitu tentang orang pribadi
atau  badan  yang  secara  nyata  mempunyai  suatu  hak  atas  bumi,
dan/atau  memperoleh  manfaat  atas  bumi,  dan/atau  memiliki,
menguasai  dan/atau  memperoleh  manfaat  atas   bangunan,  yang
meliputi  antara  lain  pemilik,  penghuni,  pengontrak,  penganggap,
pemakai, dan penyewa. 
d. Nilai Jual Objek Pajak
 Menurut  [ CITATION Mar16 \t  \l 1057  ] NJOP adalah
harga rata- rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi
secara wajar, dan bilamana tidak terjadi transaksi jual beli, NJOP
ditentukan  berdasarkan  perbandingan  antara  harga  dengan  objek
lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 
Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:
1) Nilai  perolehan baru, yaitu suatu pendekatan/ cara penentuan
nilai  jual  suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh
biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada
saat  penilaian  dilakukan,  yang  dikurangi  dengan  penyusutan
berdasarkan kondisi pisik objek tersebut. 
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2) Perbandingan  antara  harga  dengan  objek  lain  yang  sejenis,
yaitu  suatu  pendekatan/cara  penentuan  NJOP  dengan   cara
membandingkan  dengan  objek  pajak  lain  yang  sejenis  dan
letaknya berdekatan, fungsinya sama serta telah diketahui harga
jualnya.
3)  Nilai  jual  penganti,  merupakan  suatu  pendekatan/cara
penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada
hasil dari  produksi objek pajak tersebut.  
  Dari uraian diatas dapat disimpulkan besarnya suatu NJOP
sebagimana dimaksud pada dasarnya ditetapkan setiap 3 tahun
sekali.  Untuk  daerah  tertentu  yang   perkembangan
pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup
besar,  NJOP  dapat  ditetapkan  setahun  sekali.  Pendapatan
besarnya  NJOP dilakukan  oleh  Kepala  Daerah  [  CITATION
Mar16 \l 1057 ]. 
e. Tarif  Pajak Bumi dan Bangunan
Menurut [ CITATION Mar16 \t  \l 1057  ]  Tarif pajak yang
dikenakan  atas  objek  pajak  adalah  sebesar  0,5  %  (  Lima  per
sepuluh persen). 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tarif PBB-2
ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang
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No.  28  Tahun 2009 dasar  perhitungan  besarnya  PBB-2 terutang
tidak  menggunakan  NJKP, melainkan  hanya  NJOP, inilah  yang
membedakan dasar  perhitungan PBB-2 terutang antara UU lama
(UU No. 12 Tahun 1994) dan UU yang baru (UU No. 28 Tahun
2009), [ CITATION Sap13 \l 1057  ].
f. Cara Menghitung Pajak Bumi Dan Bangunan
  Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 8 Bab III
pasal 11 Tahun 2017 tentang  Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi
Dan  Bangunan Perdesaan  Dan  Perkotaan  ditetapkan  sebagai
berikut :
1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
2)  Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
setiap  3  (tiga)  tahun,  kecuali  untuk  objek  pajak  tertentu  dapat
ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.
3) Penetapan  besarnya  NJOP sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2)
dilakukan oleh Bupati.
4) Tarif  PBB-P2 sebagai berikut: 
1) untuk  NJOP  kurang  dari  Rp1.000.000.000,00  (satu  milyar
rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) per
tahun;
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2) untuk  NJOP  sama  dengan  atau  lebih  besar  dari
Rp1.000.000.000,00  (satu  milyar  rupiah)  ditetapkan  sebesar
0,2 % (nol koma dua persen) per tahun;
5)  Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan  dasar  pengenaan  sebagaimana  dimaksud  dalam
ayat  (1)  dengan  tarif  yang  dimaksud  dalam  ayat  (4)  pajak
setelah dikurangi NJOPTKP. 
       Besaran Pokok PBB-P2 = (NJOP - NJOPTKP) x Tarif.
6) Besarnya NJOPTKP ditetapkan  sebesar  Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak 
7)   Apabila  Wajib Pajak mempunyai  lebih dari  1 (satu)  objek
pajak  berupa  bumi  dan/atau  bangunan,  maka  NJOPTKP
dikenakan  untuk  1  (satu)  objek  pajak  bumi  dan/atau
bangunan.
8)  Penghitungan  besaran  Pokok  PBB-P2  dituangkan  dalam
SPPT.
g. Surat Pemberian Objek Pajak (SPOP) dan Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang (SPPT)
 Menurut [ CITATION Tja05 \l 1057 ] Surat pemberitahuan objek
pajak (SPOP) merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk
melaporkan data objek pajak menurut ketentuan undang-undang. 
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Wajib pajak mengisi SPOP harus jelas, benar, lengkap tepat waktu,
serta  ditandatangani  dan  disampaikan  kepada  Dirjen  Pajak  yang
wilayah  kerjanya  dekat  dengan  letaknya.  objek  pajak  disampaikan
selambat-lambatnya  30  (tiga  puluh)  hari  setelah  tanggal  diterimanya
SPOP pada subjek pajak. 
Yang dimaksud dengan jelas dan benar adalah: Jelas, dimaksudkan
agar penulisan data yang diminta dalam SPOP dibuat sedemikian rupa
sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugukan negara
maupun  wajib  pajak  sendiri.  Sedangkan  Benar,  artinya  adalah  data
yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti
luas  tanah  dan/atau  bangunan,  tanah  serta  harga  perolehan  dan
seterusnya  berdasarkan  dengan  kolom-kolom/  pertanyaan  yang  ada
pada SPOP  [ CITATION Mar16 \t  \l 1057  ]. 
[  CITATION  Tja05  \l  1057  ] Surat  Pemberian  Pajak  Terutang
(SPPT)  adalah  surat  yang  digunakan  oleh  Direktorat  Jendaral  Pajak
untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak.  
h. Tahun Pajak, Saat, dan Tempat yang menentukan Pajak Terhutang
  [  CITATION Mar16 \t   \l  1057  ] Tahun Pajak adalah jangka
waktu 1 tahun takwim. Jangka satu tahun takwim adalah dari 1 Januari
sampai  dengan  31  Desember.  Saat  yang  menentukan  Pajak  yang
terutang adalah menurut keadaan Objek pajak pada tanggal 1 Januari.
Tempat Pajak yang Terutang yaitu untuk daerah Jakarta, di wilayah
Daerah  Khusus  Ibu  Kota  Jakarta.  Dan  untuk  daerah  lainnya,  di
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wilayah  kabupaten  atau  Kota.  Tempat  pajak  yang  terutang  untuk
Batam, di wilayah Provinsi Riau.  
5. Tata Cara Pungutan PBB-P2  
 Menurut Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Tata  Cara  Pengelolaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan
Perkotaan  meliputi  prosedur  pendaftaran,  prosedur  pendataan  dan
prosedur penilaian yaiitu:
a. Prosedur Pendaftaran 
Berdasarkan  Peraturan  Bupati  Tegal  Nomor  8  Tahun  2017
paragraf 1 pasal 4 dan 5 tentang prosedur pendaftaran yaitu:
Pasal 4
(1) Wajib Pajak mengurus pendaftaran objek pajak pada BP2D.
(2) Pendaftaran objek  pajak  sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),meliputi:
a) identifikasi objek pajak;
b) verifikasi data objek pajak; dan
c) pengukuran bidang objek pajak.
(3) Pendaftaran objek  pajak  dituangkan dalam formulir  SPOP
dan/atau LSPOP.
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(4) SPOP  dan  /atau  LSPOP  disediakan  dan  dapat  diperoleh
dengan cuma-cuma di BP2D atau  tempat-tempat lain yang
ditunjuk  dan  diisi dengan  jelas,  benar,  lengkap,  dan
ditandatangani oleh subjek pajak dan dikembalikan ke BP2D
selambat-lambatnya  30  (tiga  puluh)  hari  sejak  tanggal
diterimanya SPOP dan/atau LSPOP oleh subjek pajak atau
kuasanya.
(5) Dalam  SPOP  dan/atau  LSPOP  yang  ditandatangani  oleh
bukan subjek pajak yang bersangkutan, harus dilampiri Surat
Kuasa dari subjek pajak.
(6) Persyaratan  pengajuan  permohonan  pendaftaran
Objek/Subjek :
(7) foto copy KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari
Wajib Pajak; 
a) foto copy salah satu bukti surat tanah, antara lain :
1. sertifikat;
2. surat kapling;
3. Surat  Ijin  Penunjukan  Penggunaan  Tanah
(SIPPT);
4. akta jual beli/hibah/waris;
5. surat tanah garapan;
6. surat perjanjian  sewa menyewa;
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7. dokumen lainnya;
b) surat keterangan Kepala Desa/Lurah;
c) foto copy SPPT tetangga sekitar  yang  berbatasan
langsung; 
d) Foto copy salah satu bukti surat bangunan, antara
lain:
1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Izin Penggunaan Bangunan (IPB);
3. surat keterangan Kepala Desa/Lurah;
4. dokumen lainnya. 
(8) Formulir  SPOP  dan/atau  LSPOP  dimaksud  pada  ayat  (3)
tercantum pada lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 5
(1) SPOP dan/atau LSPOP  sebagaimana dimaksud pada Pasal
4 ayat (3) wajib diteliti oleh BP2D. 
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a) kebenaran  informasi  yang  tercantum  dalam  SPOP
dan/atau LSPOP.
b) kelengkapan  dokumen  pendukung  SPOP  dan/atau
LSPOP.
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(3) untuk  setiap  SPOP  dan/atau  LSPOP  yang  masuk,  BP2D
berhak  melakukan  pemeriksaan  lapangan  untuk mengecek
kebenaran data secara riil. 
b. Prosedur Pendataan
Pendataan berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2017
paragraf 1 pasal 6 tentang prosedur pendataan yaitu:
(1) Pendataan  objek  pajak  dilakukan  oleh  BP2D  dengan
menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP dan/atau LSPOP.
(2)  Pendataan objek pajak dilakukan dengan cara: 
a) pasif,  yaitu  pendataan  yang  dilakukan  oleh  subjek
Pajak  dengan  cara  mengisi,  menandatangani,  dan
menyerahkan SPOP dan/atau LSPOP kepada BP2D;  
b) aktif,  yaitu  pendataan  oleh  BP2D  dengan
menggunakan  formulir  SPOP  dan/atau  LSPOP
melalui identifikasi objek pajak, verifikasi data objek
pajak,  dan  pengukuran  bidang  objek  pajak  dengan
mencocokkan data yang ada di BP2D dengan kondisi
sebenarnya objek dan subjek pajak di lapangan;
(3) Dalam rangka pendataan,  subjek pajak wajib mendaftarkan
Objek Pajaknya dengan mengisi SPOP dan/atau LSPOP;
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(4) Dalam hal  tidak  ada  perubahan  data  Objek  Pajak  maupun
Subjek Pajak,  maka basis data yang ada pada BP2D dapat
digunakan untuk penetapan PBB-P2 tahun selanjutnya.
(5) SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
harus  diisi  dengan  jelas,  benar,  dan  lengkap  serta
ditandatangani dan disampaikan kepada BP2D meliputi letak
Objek Pajak dan Subyek Pajak selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP dan/atau
LSPOP oleh Subjek Pajak;
(6) Pendataan  melalui  identifikasi  dilakukan  pada  objek  pajak
yang belum terdata dalam administrasi pembukuan PBB-P2.
(7) Pendataan  melalui  verifikasi  dilakukan  pada  objek  pajak
yang sudah terdata dalam administrasi pembukuan PBB-P2.
(8) Berdasarkan  hasil  pendataan  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (1) apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data yang
dimiliki  wajib  pajak  atau  fiskus  dengan  bukti  di  lapangan
dilanjutkan dengan pelaksanaan pemeriksaan.
(9) Bentuk formulir permohonan pendaftaran objek/subjek pajak
adalah  sebagaimana  tercantum  pada  lampiran  III  yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari  Peraturan Bupati ini. 
Pasal 7
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(1) Berdasarkan hasil pendataan terhadap objek pajak diberikan
Nomor Objek Pajak (NOP).
(2) Persyaratan untuk dikeluarkannya NOP adalah: 
a) melampirkan foto copy KTP/dokumen lain yang sah;
b) melampirkan foto copy bukti kepemilikan;
c) surat keterangan dari desa/kelurahan;
d) mengisi  formulir  SPOP  dan/LSPOP  disertai  tanda
tangan wajib pajak atau kuasanya.
(3) Pendataan  terhadap  mutasi  penuh  tidak  menghilangkan
NOP lama.
(4) Pendataan terhadap mutasi pecah atas tanah induk, masing-
masing penerima pecahan mendapat NOP baru, sedangkan
NOP lama terpakai sebagai NOP induk.
(5) Terhadap  penggabungan  beberapa  NOP,  NOP  terkecil
dipakai untuk NOP induk sedangkan NOP lainnya dihapus. 
(6) Struktur NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  terdiri
dari 18 (delapan belas) digit, dengan urutan:
a) digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode propinsi;
b) digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode Kabupaten;
c) digit  ke-5  sampai  dengan  digit  ke-7  merupakan  kode
kecamatan;
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d) digit  ke-8  sampai  dengan  digit  ke-10  merupakan  kode
Desa/kelurahan;
e) digit  ke-11 sampai  dengan  digit  ke-13  merupakan  kode
nomor urut blok;
f) digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode
urut Objek Pajak; dan; digit 
g) ke-18 merupakan kode tanda khusus.
c. Prosedur Penilaian 
 Prosedue  penilaian  berdasarkan  Peraturan  Bupati  Tegal
Nomor 8 Tahun 2017 paragraf 3 pasal 9 tentang prosedur Penilaian
yaitu: 
Pasal 9
(1) Penilaian  objek  PBB-P2  dilakukan  oleh  BP2D  dengan
menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan 
(2) Hasil penilaian objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digunakan sebagai dasar menetapkan NJOP.
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(3)  Kegiatan penilaian dapat dilaksanakan melalui:
a. penilaian  massal,  dimana  NJOP  Bumi  dihitung
berdasarkan nilai  indikasi  rata-rata  yang  terdapat  pada
setiap  Zona  Nilai  Tanah  (ZNT)  sedangkan  NJOP
Bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen
Bangunan (DBKB); dan
b. penilaian  individual  diterapkan  untuk  Objek  Pajak
umum  yang  bernilai  tinggi  atau  obyek  pajak  khusus
dengan kriteria :
1. Luas Objek Pajak  antara lain : luas tanah lebih dari
10.000 M2,  jumlah  lantai  lebih  dari  4  lantai,  luas
bangunan lebih dari 1.000 M2 atau,
2. Objek Pajak yang nilainya sama dengan atau lebih
besar dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
atau 
3. Objek  Pajak  khusus  seperti  jalan  tol,  bandara,
pelabuhan, galangan kapal,  SPBU/SPBE, tower
(4) Kegiatan  penilaian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)
dilakukan dengan tiga pendekatan penilaian, meliputi :  
a.  pendekatan data pasar;
b. pendekatan biaya; dan/atau
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c. pendekatan kapitalisasi pendapatan.  
(5) Penilaian  dengan  pendekatan  data  pasar  sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (4)  huruf  a  dilakukan  dengan  cara
membandingkan  objek  PBB-P2  yang  akan  dinilai  dengan
objek  pajak  lain  yang  sejenis  yang  nilai  jualnya  sudah
diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian.
(6)  Penilaian dengan pendekatan biaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf  b dilakukan untuk penilaian bangunan dengan cara
memperhitungkan  biaya-biaya  yang  dikeluarkan  untuk
membangun baru dikurangi dengan penyusutan.
(7)  Pendekatan  kapitalisasi  pendapatan  sebagaimana  dimaksud
pada  ayat  (4)  huruf  c  dilakukan  pada  objek-objek  yang
menghasilkan  (memiliki  nilai  komersil)  dengan  cara
menghitung  atau  memproyeksikan  seluruh  pendapatan  atau
sewa dalam satu tahun terhadap objek pajak dikurangi dengan
kekosongan, biaya operasional, dan hak pengusaha.
6. Efektivitas  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Perdesaan  Perkotaan
(PBB-P2) 
 Definisi  efektivitas menurut Mardiasmo dalam  [ CITATION
Sap13 \l  1057  ] “Efektivitas adalah ukuran berhasil  tidaknya suatu
organisasi  berhasil  mencapai  tujuannya.  Apabila  suatu  organisasi
47
berhasil  mencapai  tujuan  maka  organisasi  tersebut  dikatakan  telah
berjalan dengan efektif”
 Efektivitas  penerimaan  PBB-P2 merupakan pengukuran
hubungan dari hasil suatu pungutan PBB-P2 dengan potensi atau
target  penerimaan  PBB-P2.  Apabila  pemerintah  daerah  mau
mengoptimalkan  efektivitas  PBB-P2  maka  harus  meningkatkan
target  dan  realisasi  PBB-P2   sesuai  dengan  potensi  yang
sesungguhnya. selain dapat mengoptimalkan efektivitas hal ini juga
dapat meningkatkan suatu penerimaan dana yang bersumber dari
dana perimbangan. 
 Untuk mengetahui tingkat keefektivitasan dari penerimaan
pajak tersebut, kita dapat mengukur dengan cara membandingkan
antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan sasaran atau target
penerimaan pajak daerah tersebut yang telah direncanakan. 
 Untuk  memenuhi  tercapainya  hasil  efektivitas  PBB-P2
sesuai dengan  realisasi masih kurang, hal ini dikarenakan adanya
faktor-faktor  yang  tidak  mendukung  tidak  tercapainya  realisasi
seperti  masih  rendahnya  kesadaran  masyarakat  akan  kewajiban
membayar pajak, belum adanya mobil oprasional pelayanan PBB-
P2,  masih  terbatasnya SDM yang memiliki  skil  dan kompetensi
sesuai tugas pokok dan fungsinya dan belum ada sanksi pajak yang
tegas seperti penyitaan.
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 Rumus  yang  digunakan  untuk  menghitung  tingkat
efektivitas penerimaan PBB-P2  adalah :
 Efektivitas PBB-P2 = 
Realisasi PenerimaanPBB−P2
Target PBB−P2  ×100%
 Adapun kriteria untuk menentukan efektivitas Pajak PBB-





90 – 100 % 
80 -  90 % 







 Sumber : [ CITATION Ade13 \t  \l 1057  ] 
7. Pertumbuhan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan
(PBB-P2)
Pertumbuhan PBB-P2 merupakan sumber pendapatan daerah yang
penerimannya  sangat  berpengaruh  pada  pendapatan  daerah,  hal  ini
dikarenakan  PBB-P2  merupakan  sumber  pendapatan  daerah  yang
cukup besar untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dilakukan
oleh suatu negara tersebut. oleh karena itu perlu adanya suatu usaha
yang dilakukan untuk meningkatkan PAD salah satunya dengan cara
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meningkatkan suatu realisasi pajak daerah. Untuk efektivitas PBB-P2
sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan dari PBB-P2. Misalnya apabila
penerimaan PBB-P2 mengalami penurunan dalam kontribusinya maka
pertumbuhan akan mempengaruhinya hal ini berarti tidak efektif. 
Pertumbuhan  PBB-P2  merupakan  Laju  pertumbuhan  dari
pendapatan suatu daerah yang mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Selain  memperhatikan  laju  inflasi  dari  PBB-P2  pemerintah  juga
memperhatikan pertumbuhan pendapatan yang bersumber dari  harga
minyak dan juga kurs rupiah pada tahun berjalan [ CITATION pol14 \l
1057  ]. 




8. Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
Perkotaan (PBB-P2)
Kontribusi  berasal  dari  bahasa  inggris  yaitu  contribute,
contribution, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan
diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa
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materi  atau  tindakan.  Hal  yang  bersifat  materi  misalnya  seorang
individu  memberikan  pinjaman  terhadap  pihak  lain  demi  kebaikan
bersama   [  CITATION  Muh12  \l  1057   ].  Kontribusi  menurut
[ CITATION Eun13 \l 1057  ] adalah sesuatu yang diberikan bersama-
sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau
bersama.  Sehingga  kontribusi  tersebut  dapat  diartikan  sebagai
sumbangan  yang  diaritkan  sebagai  sumbangan  yang  diberikan  oleh
pendapatan PBB-P2 terhadap besarnya pendapatan daerah. 
Berdasarkan  uraian  diatas,  dapat  disimpulkan  pengertian
Kontribusi  adalah  sumbangan  yang  diberikan  PBB-P2  untuk
mengetahui  seberapa besar  kontribusi  bumi dan bangunan dan akan
mengurangi suatu resiko yang ketergantungan dalam suatu pemerintah
daerah kepada pemerintah pusat. 
Rumus  yang  digunakan  untuk  mengetahui  kontribusi  PBB-P2
adalah sebagai berikut :
Kontribusi PBB-P2 =  Realisasi Penerimaan PBB−P2Realisasi PenerimaanPendapatan Daerah
× 100%


















    Sumber: Tim Litbang Depdagri-fisipol UGM  [ CITATION Eun13 \l
1057 ]  
B. Penelitian Terdahulu
   Dalam pembuata penulisan penelitian ini mengacu pada beberapa
referensi  dari  penelitian  sebelumnya  dengan  aspek  yang  serupa  untuk
memudahkan  dalam  pengumpulan  data,  metode  yang  digunakan  dan
sebagai  acuan dalam membuat  penelitian  ini,  penelitian  tersebut  antara
lain:
Penelitian yang dilakukan oleh  [ CITATION Ade13 \t  \l 1057  ]
yang  berjudul  “Analisis  Efektifitas  Dan  Kontribusi  Penerimaan  Pajak
Bumi Dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten
Gresik”  Penelitian  [  CITATION  Ade13  \t   \l  1057   ] dilakukan  di
Kabupaten Gresik sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tegal.
Dan  untuk  variabel  penelitian  [  CITATION  Ade13  \t   \l  1057   ]
menggunakan efektifitas dan kontribusi sedangkan penelitian ini terdapat
variabel tingkat pertumbuhan Penerimaan PBB-P2.  
   Berdasarkan  penelitian   yang  dilakukan  oleh  [  CITATION
Eun13 \l 1057 ] yang berjudul “Analisis Pelaporan Dan Kontribusi Pajak
Bumi  Dan  Bangunan  Pada  Dinas  PPKAD  Kabupaten  Kepulauan
Sangihe”.  Pada  penelitian  [  CITATION  Eun13  \l  1057  ] tidak
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mrnggunakan  variabel  efektivitas  melainkan  menggunakan  variabel
pelaporan,  serta  periode  yang  digunakan  dari  tahun  2008-  2012.  Pada
penelitian  ini  menggunakan  tingkat  efektifitas,  tingkat  pertumbuhan
penerimaan  PBB-P2 dan  kontribusi,  serta  periode  yang digunakan  dari
tahun 2014-2018. 
  Berdasarkan    penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh
[  CITATION  pol14  \t   \l  1057   ] tentang  “  Analisis  Efektivitas
Pertumbuhan  dan  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Serta
Kontribusinya  terhadap  Pendapatan  Daerah  di  Kota  Manado”.   pada
penelitian  [  CITATION  pol14  \l  1057   ] dilakukan   di  Kota  Manado
sedangkan Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tegal. dan periode tahun
penelitian yang berbeda yaitu pada [ CITATION pol14 \l 1057  ] dilakukan
pada  tahun  2008-2012.  Sedangkan  Pada  penelitian  ini  periode  yang
digunakan pada tahun  2014-2018.  
Pada  penelitian  [  CITATION  Uti16  \l  1057  ] dengan  judul
“Analisis  Efektivitas  dan  Kontribusi  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan
Bangunan  Perdesaan  Perkotaan  (PBB-P2)  Terhadap  Pendapatan  Asli
Daerah (PAD) Kota Tomohon” dari penelitian [ CITATION Uti16 \l 1057 ]
yang  dilakukan  di  Kota  Tomohon  tidak  menggunakan  variabel
pertumbuhan  PBB-P2,  serta  perbedaan  periode  pada  tahun  penelitian.
sedangkan Penelitian ini  di  Kabupaten Tegal dengan tambahan Variabel
Tingkat pertumbuhan PBB-P2. dan periode yang digunakan adalah dari
tahun 2014-2018. 
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 [  CITATION  Sap13  \l  1057   ] dengan  judul  “Efektivitas
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-
P2)  Terhadap Peningkatan  Penerimaan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)”
pada penelitian [ CITATION Sap13 \l 1057  ] tidak menggunakan variabel
tingkat pertumbuhan PBB-P2 dan kontribusi PBB-P2 sedangkan penelitian
ini menggunakan variabel  tingkat pertumbuhan PBB- P2  dan
variabel  Kontribusi serta perbedaan pada periode yang digunakan. 
[ CITATION Pra14 \l 1057 ] dengan judul “Analisis Efektivitas
Pungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (Studi  pada  Dinas
Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo)”.  dalam
penelitian yang dilakukan oleh [ CITATION Pra14 \l 1057 ] dilakukan di
kota Probolinggo dan hanya menggunakan variabel Evektivitas sedangkan
dalam  penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten  Tegal  dan  menggunakan
























Tingkat  efektivitas  penerimaan
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  tahun
2007 sampai dengan
tahun 2011 dikatakan sangat efektif
dengan persentase lebih dari 100%.
perlu pendataan ulang wajib pajak
PBB-2  agar  potensi-potensi  baru















Pajak  Bumi  dan  Bangunan
memiliki  kontribusi  yang  masih
sedikit  dengan  rata-rata  3,99%
selama 5 tahun terakhir, Meskipun
kontribusinya  sangat  kurang,
namun  selama  tahun  2008-2012
Pajak Bumi dan Bangunan berhasil
menunjukkan  perubahan  yang
semakin  baik  dengan  penerimaan
yang terus meningkat tiap tahun hal
ini  didukung  pelaporan  PBB-2
yang  sudah  sesuai  dengan
mekanisme  yaitu  terselesaikan














Daerah  Di  Kota
Manado
Tingkat efektivitas 
dari  tahun  2008-2012  tingkat
efektivitas  mencapai  kriteria  yang
ditetapkan  dengan  rata-rata
persentase sebesar 94,87%. 
Kontribusi  terbesar  yaitu  pada
tahun 2010 yaitu  3,53% dan yang
terendah  selama  kurun  waktu  5
tahun penelitian  (2008-2012)  pada
tahun  2008  dengan  persentase
2,70%.  
Sedangkan untuk
Pertumbuhan  pendapatan  daerah
Kota  Manando  mengalami






















sangat  efektif   pada  saat  sudah
dikelola pemerintah daerah, namun
dalam  segi nominal
mengalami  penurunan  dari  tahun
sebelumnya  walaupun  keduanya
memiliki kriteria tingkat
efektivitas yang sangat efektif.
Kontribusi  dari  tahun  2011-2015
pajak  bumi  dan  bangunan  selalu
mengalami penurunan
kontribusi  dan  hanya  memgalami
kenaikkan  pada  tahun  013
kontribusinya terhadap
pendapatan  asli  daerah  mengalami
















Tingkat  efektivitas  penerimaan
PBB-2  Perkotaan  Surabaya  pada
saat  dikelola  oleh  DPPK  Kota
Surabaya  (2011-2013)  sebesar
76,38%  dengan  kriteria  nilai
















Efektivitas  pemungutan  PBB-2  di
Kota  Probolinggo  secara
keseluruhan  ini  kurang  efektif,
karena  selama  6  tahun  dari  tahun
2008-2013 belum pernah mencapai
target  penerimaan  yang  telah
ditentukan.  Rata-rata  efektivitas
penerimaan  PBB-2  secara
keseluruhan  sebesar  78,32%
dengan kriteria kurang efektif.
Sumber : Data yang diolah 2019 




 Penelitian ini memberikan gambaran tentang Analisis  Tingkat Efektivitas,
Tingkat  Pertumbuhan  dan  Kontribusi  PBB-P2  terhadap  Pendapatan  Daerah
Kabupaten Tegal. 
 Ukuran efektivitas adalah seberapa jauh target dapat tercapai. penelitian
ini berusaha menghitung  tiagkat efektivitas PBB-2,  tingkat pertmbuhan PBB-P2
dan  Kontribusi  PBB-P2.  apabila  efisiensi  dikaitkan  dengan  efektivitas  maka
walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat” oleh
karena itu penelitian ini juga menganalisis pertumbuhan PBB-P2  dengan tujuan
untuk mengetahui pertumbuhan PBB-P2 tersebut, menurut Sedarmayanti, dalam
[ CITATION Muh12 \l 1057  ]. 
Analisis  Kontribusi  PBB-P2  merupakan  suatu  analisis  yang  digunakan
untuk  mengetahui  seberapa  besar  kontribusi  yang  dapat  disumbangkan  dari
Pendapatan Daerah
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
        PBB - P2 
Pertumbuhan PBB-P2 Kontribusi PBB-P2Efektivitas PBB-P2
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penerimaan PBB-P2 terhadap pendapatan  daerah Kabupaten Tegal, untuk dapat
mengetahui kontribusi PBB-P2, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan
PBB-P2 terhadap pendapatan daerah Kabupaten Tegal. 
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pemilihan Metode 
  Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis
penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Penelitian  ini
menghitung analisis  tingkat efektifitas, tingkat pertumbuhan penerimaan
PBB-P2 dan Kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Daerah, kemudian
dari hasil prosentase tersebut , penulis menggambarkan dan menjelaskan
secara sistematis  dan logis tentang keadaan yang sebenarnya,  kemudian
ditarik  suatu  kesimpulan  untuk  memperoleh  suatu  penyelesaian  atas
permasalahan yang diteliti. 
B. Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tegal pada Kantor Badan
Pengelolaan Pendapatan  Daerah (BP2D) Kabupaten Tegal yang beralamat
di Jl. A. Yani No. 30 Slawi.
C. Teknik Pengumpulan Data
 Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  data
skunder yang berasal dari  pelaporan Target dan Realisasi  Anggaran dan
Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Tegal  yang  dikelola  oleh  Badan
Pengelola Pendapatan Daerah (BP2D) Kabupaten Tegal.
 Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian
ini yaitu menggunakan cara observasi, dokumentasi dan wawancara. 
1.  Observasi
 Peneliti  melakukan observasi  atau  pengamatan  secara  langsung
pada objek yang diteliti dengan melakukan pengamatan secara langsung
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pada Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BP2D) Kabupaten
Tegal yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2). 
2. Dokumentasi
 Peneliti  mencari  dokumentasi   melalui  data  atau  variabel  yang
berupa catatan,  transkip,  buku, surat  kabar, majalah,  agenda,  notulen
dan sebagainya yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. 
3. Wawancara
 Wawancara atau dialog dengan staf bidang yang berkaitan dengan
PBB-P2  di  Kantor  Badan  Pengelolaan  Pendapatan  Daerah  (BP2D)
kabupaten Tegal. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang
berkaitan dengan penelitian ini. 
D.  Teknik Pengelolaan Data
 Teknik  Pengelolaan  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini
adalah data Primer, dalam penelitian ini  metode yang digunakan adalah
metode deskriptif  dimana metode ini  digunakan untuk mendeskripsikan
atau menjelaskan hasil suatu penelitian secara lebih luas lagi dan dengan
bahasa yang mudah dimengerti. 
E. Teknik Analisis Data 
  Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode
analisis  kualitatif  dengan  menggunakan  Triangulasi  yaitu  dengan
mencocokan  dan  membandingkan  data  informasi  melalui  data  dan
wawancara  yanag  dilakukan.  Peneliti  ini  juga  melakukan   analisis
kuantitatif  yaitu  dengan  melakukan  perhitungan  angka  berdasarkan
informasi-informasi  yang  berhubungan  langsung  dengan  penelitian  ini.
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Hasil  analisis  tersebut  kemudian  diinterpretasikan  guna  memberikan
gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diteliti. 
1. Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)
  Untuk  bisa  menjawab  rumusan  masalah  yang  pertama,  dapat
dilakukan perhitungan untuk mengetahui Tingkat Efektivitas Penerimaan
PBB-P2 di Kabupaten Tegal dengan rumus sebagai berikut:
Efektivitas PBB-P2 = 
Realisasi PenerimaanPBB−P2
Target PBB−P2  ×100%
 Adapun  langkah-  langkah  yang  digunakan  untuk  menghitung
Tingkat Efektivitas dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) adalah: 
a. Memasukan data realisasi penerimaan PBB-P2 dari tahun 2014- 2018 ke
dalam rumus.
b. Masukan data target PBB-P2 tahun 2014-2018 ke dalam rumus.
c. Menghitung  realisasi  PBB-P2  dibagi  dengan  target  PBB-P2
menggunakan rumus Efektivitas. 
d. Memasukan hasil  perhitungan  tingkat  efektivitas penerimaan PBB-P2
dari tahun 2014- 2018 ke dalam tabel Efektivitas PBB-P2 seperti tabel
dibawah ini. 
e. Menganalisis  dan  menarik  kesimpulan  tingkat  efektivitas  dengan  cara
membandingkan antara  realisasi  tingkat  efektivitas  (d)  dengan kriteria
efektivitas,  kriteria bisa dilihat dalam Tabel 2.1. 
Tabel 3.1
Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan  (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2014-2018











2. Analisis Tingkat Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan  (PBB-P2)
  PBB-P2  merupakan  sumber  pendapatan  daerah  yang
penerimannya sangat berpengaruh pada pendapatan daerah, perkembangan
pertumbuhan penerimaan PBB-P2 juga harus diperhatikan apabila tidak
stabil  maka  akan  berpengaruh  pada  pendapatan  daerah  karena  PBB-P2
merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup besar. 
Adapun rumus dan langkah-langkah untuk bisa menjawab rumusan
masalah yang kedua dari penelitian ini yaitu:  
PendapatanTahunt−PendapatanTahun( t−1)
PendapatanTahun(t−1)  × 100%
  Langkah- langkahnya yaitu: 
a. Memasukan data realisasi penerimaan PBB-P2 dari tahun 2014-2018 ke
dalam rumus.
b.  Memasukan data PAD tahun 2014-2018.
c. Menghitung  data realisasi penerimaan PBB-P2 (a) dan PAD (b) ke dalam
rumus Pertumbuhan PBB-P2. 
d. Memasukan  hasil  perhitungan  pertumbuhan  PBB-P2  dari  tahun  2014
sampai dengan 2018 ke dalam tabel pertumbuhan PBB-P2 dibawah ini:




Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
















3. Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB-P2) 
 Kontribusi  menurut  [  CITATION  Eun13  \l  1057  ] merupakan
sesuatu  yang  diberikan  bersama-sama  dengan  pihak  lain  untuk  tujuan
biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi tersebut
dapat  diartikan  sebagai  sumbangan  yang  diaritkan  sebagai  sumbangan
yang diberikan oleh pendapatan  PBB-P2 terhadap besarnya pendapatan
daerah. 
Untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga dalam penelitian
ini yaitu untuk mengetahui kontribusi dari PBB-P2 terhadap pendapatan
daerah,  Adapun  rumus  dan  langkah-langkah  yang  digunakan  untuk
menghitungnya. 
      Kontribusi PBB-P2 =  
Realisasi Penerimaan PBB−P2
Realisasi PenerimaanPendapatan Daerah  ×
100%
 Langkah- langkah yang digunakan untuk mengetahui kontribusi pajak
bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah yaitu:
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a. Memasukan data realisasi penerimaan PBB-P2 Tahun 2014-2018 
b. Memasukan data penerimaan PAD 2014-2018 ke dalam rumus
c. Menghitung data realisasi penerimaan PBB-P2 (a) dan data PAD (b) ke
dalam rumus kontribusi PBB-P2
d. Memasukan hasil hitungan kontribusi PBB-P2 ke dalam Tabel kontribusi
PBB-P2 seperti dibawah ini. 
e. Menganalisis  dan  menarik  kesimpulan  kontribusi  PBB-P2  dengan  cara
membandingkan antara hasil perhitungan kontribusi PBB-P2 (d) dengan
kriteria kontribusi,  kriteria bisa dilihat dalam Tabel 2.2. 
Tabel 3.3
Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan



















A. Gambaran Umum Tentang BP2D 
1. Sejarah BP2D Kabupaten Tegal
 Berdasarkan  peraturan  perundangan-undangan  yang  menjadi
landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu berlakunya
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang
Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
 Badan  Pengelolaan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Tegal
merupakan  instansi  baru  yang  dulu  tergabung  pada  Dinas  Pengelolaan
Pendapatan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (DPPKAD)  dimana  DPPKAD
telah  menyusun  Rencana  Strategis  DPPKAD  Kabupaten  Tegal  Tahun
2014-2019,  sebagai  pedoman  perencanaan  program  dan  kegiatan  di
DPPKAD  Kabupaten  Tegal  dari  Tahun  2014  sampai   2019.  Review
Renstra  Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal  Tahun
2014-2019 memuat  tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan
dalam  rangka  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  wajib  di  bidang
peningkatan  dan  Pengembangan  pengelolaan  keuangan  daerah.  Review
Renstra  menjadi  pedoman  dalam  penyusunan  program  dan  kegiatan
tahunan yang dituangkan dalam Rencana  Kerja (Renja)  ke depan, dan
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menjadi  tolak  ukur  dalam mewujudkan  pencapaian  tujuan,  sasaran  dan
target kinerja yang mengarah pada penilaian capaian  Indikator Kinerja
Utama (IKU). 
 Penyusunan  Review  Renstra  Badan  Pengelolaan  Pendapatan
Daerah Kabupaten Tegal 2014-2019 berpedoman pada RPJMD Kabupaten
Tegal Tahun 2014-2019, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran, program,
dan  kegiatan  pembangunan  yang  ditetapkan  dalam  rencana  strategis
perangkat daerah di tingkat provinsi dan rencana strategis di  Direktorat
Jenderal Bina Keuangan Daerah  untuk tercapainya sasaran pembangunan
nasional. Perumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pada Review
Renstra  Badan Pengelolaan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Tegal  2014-
2019  telah  menyelaraskan  dengan  tujuan  dan  sasaran  Renstra  Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.
Penyelarasan tersebut  diperlukan agar  program pembangunan daerah di
tingkat  kabupaten/kota  dapat  bersinergi  dengan  program  pembangunan
daerah  di  tingkat  provinsi  dan  pembangunan  nasional  di  tingkat  pusat.
Analisis  terhadap Renstra  BPPD Provinsi  Jawa  Tengah 2013-2018 dan
Renstra  Direktorat  Jenderal  Bina  Keuangan  Daerah  Tahun  2015-  2019
dilakukan dalam tahapan penyusunan Renstra untuk menilai  keserasian,
keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan
Renstra BP2D Kabupaten Tegal terhadap sasaran perangkat daerah terkait
di tingkat provinsi dan lembaga terkait di tingkat pusat.
2. Maksud dan Tujuan
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 Maksud  penyusunan  Review  Rencana  Strategis  Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 - 2019
adalah: 
1) Sebagai  bahan  evaluasi  atas  pelaksanaan  Renstra  periode
sebelumnya; 
2) Untuk  menjadi  pedoman/acuan  dalam  penyusunan  dokumen
perencanan Badan Pengelolaan Pendapatan DaerahKabupaten
Tegal selama 5 (lima) tahun yang akan datang;  
3) Menjamin  keterkaitan  serta  konsistensi  antara  perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun
anggaran dalam waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. 
4) Memberikan  tolok  ukur  untuk  mengukur  dan  melakukan
evaluasi  kinerja  tahunan  Badan  Pengelolaan  Pendapatan
Daerah Kabupaten Tegal. 
Sedangkan tujuan penyusunan Review Renstra  ini  adalah
tersedianya dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun
yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam
menetapkan: 
1) Arah kebijakan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tegal;




4) Program dan kegiatan serta;
5) Kerangka  regulasi  dan  pendanaan  yang  bersifat
indikatif. 
3. Tugas dan Fungsi BP2D Kabupaten Tegal 
 Berdasarkan  Peraturan  Bupati  Tegal  Nomor  72  Tahun  2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata
Kerja  Badan  -  Badan  Daerah  Kabupaten  Tegal.  Badan  Pengelolaan
Pendapatan  DaerahKabupaten  Tegal  merupakan  unsur  pelaksana
Otonomi  Daerah,  urusan  pemerintahan  bidang  pendapatan  dipimpin
oleh  seorang  Kepala  yang  berada  di  bawah  dan  bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah. 
a. Tugas Pokok BP2D
Kepala  Badan Pengelolaan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Tegal
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan
daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang
pendataan,  penetapan  dan  penagihan,  perencanaan  dan
pengendalian operasional pendapatan, uraian tugas antara lain:
1) menetapkan rencana kerja;
2) merumuskan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah 
3) menyelenggarakan  koordinasi dengan  instansi/lembaga
terkait  dalam  penyelenggaraan  tugas  bidang  pendapatan
daerah;
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4) membina dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan
urusan  pemerintahan  dan  pelayanan  bidang  pajak  dan
retribusi serta pendapatan asli daerah lainnya 
5) membina pengelolaan kesekretariatan/ketatausahaan Badan;
6) menginventarisasi  dan  menyelesaikan  permasalahan  yang
berhubungan  dengan  bidang  pendapatan  daerah,  serta
menyajikan alternatif pemecahannya;
7) mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan sesuai proporsi masing-masing;
8) memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna
meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
9) mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
tugas bidang pendapatan daerah;
10) menyelenggarakan tugas  lain  yang diberikan oleh  Bupati
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Fungsi BP2D 
 Untuk melaksnakan tugas tersebut, Kepala Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah, mempunyai fungsi :
1) penetapan rencana kerja;
2) perumusan kebijakan  teknis  bidang  pendataan,  penetapan  dan
penagihan,  perencanaan,  pelaporan  dan  pengendalian
operasional pendapatan daerah
3) pembinaan  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan
pelayanan bidang pendapatan daerah;
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4) pembinaan  pengelolaan  urusan  kesekretariatan/ketatausahaan
Badan
5) pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan 
4. Struktur Organisasi BP2D Kabupaten Tegal
 Struktur Organisasi merupakan hubungan tiap-tiap bagian dengan
posisinya masing-masing dan menjalankan kegiatan operasional serta
menggambarkan  dengan  jelas  pemisahan  kegiatan  pekerjaan  antara
yang  satu  dengan  yang  lain  dan  hubungan  aktivitas  sesuai  dengan
tupoksi  dan  menunjukkan  adanya  spesialisasi  kegiatan  kerja,
standarisasi  kegiatan  kerja,  koordinasi  kegiatan  kerja  dan  besaran
seluruh organisasi untuk mencapai tujuan. 
Di  bawah ini  merupakan bagan struktur  organisasi  Dinas  Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah (BP2D) Kabupaten Tegal.
Gambar 4.1
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Sumber : BP2D Kabupaten Tegal
5. Uraian Tugas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BP2D)
a. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BP2D) 
1) menetapkan rencana kerja;
2) merumuskan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah;
3) menyelenggarakan  koordinasi  dengan  instansi/lembaga  terkait
dalam penyelenggaraan tugas bidang pendapatan daerah;
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4) membina  dan  memberikan  dukungan  atas  penyelenggaraan
urusan pemerintahan dan pelayanan bidang pajak dan retribusi
serta pendapatan asli daerah lainnya;
5) membina pengelolaan kesekertariatan/ ketatausahaan Badan.    
6) menginventarisasi  dan  menyelesaikan  permasalahan  yang
berhubungan  dengan  bidang  pendapatan  daerah,  serta
menyajikan alternatif pemecahannya;
7) mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan sesuai proporsi masing-masing;
8) memberikan penilaian kepada bawahan serta  motivasi  dengan
tujuan  untuk  meningkatkan  prestasi,  loyalitas   dan  dedikasi
bawahan. 
9) mengendalikan,  mengevaluasi  dan  melaporkan  pelaksanaan
tugas bidang pendapatan daerah;
10)  menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Sekretaris  
 Tugas pokok dari  sekretaris  adalah membantu Kepala Badan
dalam  melaksanakan  pengkoordinasian  dalam  penyiapan  bahan
penyusunan  dan  pembinaan  program,  penatausahaan  urusan
keuangan,  kepegawaian  dan  umum,  dan  sekretaris  juga  bertugas
mengkoordinasi  penyelenggaraan  tugas-tugas  Badan.  Adapun
uraian dari tugas sekretaris yaitu:  
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1) menyiapkan  bahan  dan  mengkoordinasikan  penyusunan  draf
rencana kerja;
2) menyiapkan  bahan  perumusan  kebijakan  teknis  kesekretariatan/
ktatausahaan;
3) melaksanakan  pengkoordinasian  penyiapan  bahan  perumusan
kbijakan teknis bidang pendapatan daerah;
4) melaksanakan pengkoorBadanian penyelenggaraan tugas Badan;
5) melaksanakan  koordinasi  dan  pengelolaan  urusan  keuangan,
kepegawaian dan umum;
6) melaksanakan  pengkoordinasian  penyiapan  bahan  penyusunan
laporan penyelenggaraan tugas Badan;
7) menginventarisasi  permasalahan  yang  berkaitan   dengan  urusan
kesekretariatan  atau  ketatausahaan,  serta  menyajikan  alternatif
pemecahannya;  
8) mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanakan tugas
berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
9) memberikan  motivasi  dan  penilaian  kepada  bawahan  guna
meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
10) melaksanakan  pengendalian,  evaluasi  dan  pelaporan
pelaksanaan tugas;
c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
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 Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai
tugas  pokok membantu Sekretaris  dalam melakukan identifikasi,
analisa,  pengolahan  dan  penyajian  data  untuk  penyiapan  bahan
penyusunan  rencana  kerja,  dan  melakukan  penyiapan  bahan
monitoring, evaluasi dan pelaporan. Adapun tugas dari kepala sub
bagian Perencanaan dan Keuangan yaitu;
1) melakukan  pengolahan  dan  penelaahan  data  sebagai  bahan
penyusunan rencana kerja;
2) melakukan  pengolahan  dan  penelaahan  data  sebagai  bahan
perumusan kebijakan teknis Perencanaan dan Keuangan Badan; 
3) melakukan  pengolahan  dan  penelaahan  data  sebagai  bahan
perumusan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah
4) melakukan pengelolaan anggaran Badan;
5) melakukan pengelolaan perbendaharaan Badan;
6) melakukan verifikasi dan akuntansi keuangan Badan;
7) melakukan  evaluasi  dan  pelaporan  pertanggungjawaban
keuangan Badan;
8) melakukan identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data
pengelolaan pendapatan daerah;
9) melakukan penyiapan data sebagai bahan monitoring, evaluasi
dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja Badan;
10) melaksanakan  pengelolaan  sistem  informasi  manajemen
terintegrasi; 
d. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
tugas  pokok  membantu  Sekretaris  dalam  melakukan  urusan
ketatausahaan,  kepegawaian,  rumah  tangga,  perlengkapan,
perpustakaan,  humas  dan  protokol.  Untuk  melaksanakan  tugas
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tersebut, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
tugas pokok yaitu;
1) melakukan  pengolahan  dan  penelaahan  data  sebagai  bahan
penyusunan rencana kerja;
2) melakukan  pengolahan  dan  penelaahan  data  sebagai  bahan
perumusan  kebijakan  teknis  pengelolaan  urusan  umum  dan
kepegawaian;
3) melakukan urusan ketatausahaan Badan;
4) melakukan urusan administrasi kepegawaian;
5) melaksanakan  kegiatan  yang  ada  dibagian  rumah  tangga,
perlengkapan,  perpustakaan,  hubungan  masyarakat  (humas)
dan protokol;
6) melakukan pengelolaan dan penatausahaan aset Badan;
7) melakukan pengelolaan kearsipan Badan;
8) menginventarisasi  permasalahan  yang  berhubungan  dengan
pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, serta menyajikan
alternatif pemecahannya;
9) mendistribusikan  tugas  kepada  bawahan  agar  pelaksanaan
tugas  berjalan  sesuai  dengan  tujuan  dan  proporsi  masing-
masing bagian 
10) memberikan  motivasi  dan  penilaian  kepada  bawahan  guna
meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
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11) melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas;
12) melakukan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Atasan  sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
e. Kepala  Bidang  Perencanaan  dan  Pengendalian  Oprasional
Pendapatan
 Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional
Pendapatan  mempunyai  tugas  pokok  membantu  Kepala  Badan
melaksanakan  pengelolaan  pendapatan  daerah  yang  meliputi
perencanaan pendapatan,  monitoring pengendalian dan pelaporan
pendapatan.  Kepala  Bidang  Perencanaan  dan  Pengendalian
Operasional Pendapatan mempunyai tugas pokok yaitu;
1) merencanakan program dan kegiatan Bidang Perencanaan dan
Pengendalian Operasional Pendapatan sesuai dengan dokumen
perencanaan  sebagai  bahan  penyusunan  dokumen  rencana
kerja dan anggaran;
2) menyusun rancangan kebijakan teknis Bidang Perencanaan dan
Pengendalian Pendapatan sesuai peraturan tentang pengelolaan
pendapatan daerah sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan
Bidang  Perencanaan  dan  Pengendalian  Operasional
Pendapatan;
3) menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang Perencanaan
Pendapatan  sesuai  dengan  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran
(DPA) guna menunjang kegiatan pelayanan publik;
4) mengoordinasikan kegiatan penghitungan potensi pendapatan
daerah  dengan  unit  teknis  sesuai  prosedur  dan  teknik
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penghitungan  sebagai  dasar  penentuan  target  pendapatan
daerah masing-masing unit teknis;
5) menyelenggarakan  kegiatan  penyusunan  rencana  pendapatan
daerah berdasarkan hasil penghitungan potensi sebagai bahan
penyusunan anggaran pendapatan daerah;
6) menyelenggarakan  pembinaan  tentang  peraturan  pajak  dan
retribusi daerah;
7) menyusun  laporan  piutang  pajak  daerah  akhir  tahun  sesuai
dengan prosedur penghitungan saldo piutang;
8) menyusun  rancangan  inovasi  Bidang  Perencanaan  dan
Pengendalian  Pendapatan  berdasarkan  identifikasi
permasalahan  dan  analisa  guna  efektivitas  pelaksanaan
pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
9) mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait
sesuai  dengan  kebutuhan  organisasi  guna  keterpaduan
pelaksanaan tugas
10) melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber
dari  pemanfaatan  kekayaan/aset  daerah  yang  dikelola  oleh
pengelola barang. 
f. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan
 Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan mempunyai tugas
pokok membantu  Kepala  Bidang dalam melakukan  perencanaan
pendapatan daerah. Adapun uraian tugas pokok tersebut yaitu;
1) melakukan  pengolahan  dan  penelaahan  data  sebagai  bahan
penyusunan rencana kerja;
2) merencanakan  program  dan  kegiatan  pada  Sub  Bidang
Perencanaan Pendapatan sesuai dengan dokumen perencanaan
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sebagai  bahan  penyusunan  dokumen  rencana  kerja  dan
anggaran;
3)  menyusun  konsep  rancangan  kebijakan  teknis  pengelolaan
pendapatan  daerah  sesuai  peraturan  tentang  pengelolaan
pendapatan daerah sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan
pendapatan daerah;
4) melaksanakan  kegiatan  penghitungan  potensi  pendapatan
daerah  dengan  unit  teknis  sesuai  prosedur  dan  teknik
penghitungan  sebagai  dasar  penentuan  target  pendapatan
daerah masing-masing unit teknis;
5) melaksanakan  kegiatan  penyusunan  rencana  pendapatan
daerah berdasarkan hasil penghitungan potensi sebagai bahan
penyusunan anggaran pendapatan daerah;
6) melaksanakan pembinaan tentang peraturan pajak dan retribusi
daerah guna peningkatan penerimaan pendapatan daerah;
7) menyusun konsep rancangan inovasi Sub Bidang Perencanaan
berdasarkan  identifikasi  permasalahan  dan  analisa  guna
efektivitas  pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas
pelayanan publik;
8) melakukan  kajian  terhadap  sumber  dan  potensi  pendapatan
daerah dan membuat laporannya guna peningkatan pendapatan
daerah;
9) melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber
dari  pemanfaatan  kekayaan/aset  daerah  yang  dikelola  oleh
pengelola barang; 
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10) mengevaluasi  pelaksanaan  tugas  Sub  Bidang  Perencanaan
sesuai  dengan  rencana  program  dan  kegiatan  yang  telah
ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
g. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan
 Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan mempunyai
tugas  pokok  membantu  Kepala  Bidang  dalam  melakukan
perencanaan  pendapatan  daerah.  Uraian  tugas  pokok kepala  sub
bidang perencanaan Pendapatan yaitu;
1) melakukan  pengolahan  dan  penelaahan  data  sebagai  bahan
penyusunan rencana kerja;
2) merencanakan  program  dan  kegiatan  pada  Sub  Bidang
Perencanaan Pendapatan sesuai dengan dokumen perencanaan
sebagai  bahan  penyusunan  dokumen  rencana  kerja  dan
anggaran;
3) menyusun  konsep  rancangan  kebijakan  teknis  pengelolaan
pendapatan  daerah  sesuai  peraturan  tentang  pengelolaan
pendapatan daerah sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan
pendapatan daerah;
4) melaksanakan  kegiatan  penghitungan  potensi  pendapatan
daerah  dengan  unit  teknis  sesuai  prosedur  dan  teknik
penghitungan  sebagai  dasar  penentuan  target  pendapatan
daerah masing-masing unit teknis;
5)  melaksanakan  kegiatan  penyusunan  rencana  pendapatan
daerah berdasarkan hasil penghitungan potensi sebagai bahan
penyusunan anggaran pendapatan daerah.
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h. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan
 Kepala  Sub  Bidang  Pengendalian  dan  Pelaporan
Pendapatan  mempunyai  tugas  pokok  membantu  Kepala  Bidang
dalam melakukan Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan daerah.
Tugas pokoknya yaitu;
1) merencanakan  program  dan  kegiatan  pada  Sub  Bidang
Pengendalian  dan  Pelaporan  Pendapatan  sesuai  dengan
dokumen  perencanaan  sebagai  bahan  penyusunan  dokumen
rencana kerja dan anggaran;
2) menyusun rancangan kebijakan Sub Bidang Pengendalian dan
Pelaporan  Pendapatan  sesuai  dengan  program  dan  kegiatan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3)  melaksanakan  kegiatan  pengendalian  dan  pelaporan
pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain
pendapatan daerah yang sah secara efektif;
4) melaksanakan  kegiatan  pengelolaan  sistem  informasi
manajemen pajak daerah secara efektif dan berkelanjutan;
5) menyusun  konsep  laporan  realisasi  pendapatan  daerah
konsolidasi  berdasarkan  kompilasi  data  realisasi  pendapatan
unit teknis secara berkala sebagai bahan evaluasi pencapaian
target pendapatan daerah;
i. Kepala Bidang Pendapatan dan Penetapan
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 Kepala  Bidang  Pendataan  dan  Penetapan  mempunyai  tugas
pokok  membantu  Kepala  Badan  melaksanakan  Pendataan  dan
Penetapan Pajak Daerah yang meliputi pendaftaran dan penetapan
perhitungan pajak daerah, adapun tugas pokoknya yaitu;
1) merencanakan  program  dan  kegiatan  Bidang  Pendataan  dan
Penetapan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan
penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
2) menyusun  rancangan  kebijakan  teknis  Bidang  Pendataan  dan
Penetapan sesuai peraturan tentang pengelolaan pajak daerah;
3) menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang Pendataan dan
Penetapan  sesuai  dengan  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran
(DPA) guna menunjang kegiatan pelayanan publik;
4) menyelenggarakan  pendaftaran  dan  pendataan  wajib  pajak
daerah  sesuai  prosedur  pengelolaan  pajak  daerah  guna
menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan memberikan
Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak;
5) memverifikasi  konsep  nota  perhitungan  pajak  terhutang  dan
Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah  (SKPD)  berdasarkan  Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk semua jenis pajak
sebagai dasar pengenaan besarnya pajak daerah. 
j. Kepala Sub Bidang Pendapatan 
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 Kepala  Sub Bidang  Pendataan  mempunyai  tugas  pokok
membantu  Kepala  Bidang  dalam  melakukan  Pendataan  Pajak
Daerah, adapun uraian  tugas pokoknya yaitu;
1) merencanakan  program  dan  kegiatan  pada  Sub  Bidang
Pendataan  sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan
penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
2) menyusun  konsep  rancangan  kebijakan  teknis  Sub  Bidang
Pendataan sesuai peraturan tentang pengelolaan pendataan pajak
daerah;
3) melaksanakan  pendaftaran  dan  pendataan  wajib  pajak  daerah
sesuai  prosedur  pengelolaan  pajak  daerah  guna  menetapkan
Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  Daerah  dan  memberikan  Nomor
Pokok Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak;
4) mengelola  dan  memelihara  data  pajak  daerah  dalam  sistem
manajemen pajak daerah secara efektif dan berkelanjutan guna
diketahui secara pasti jumlah wajib pajak daerah, obyek pajak
serta pokok ketetapan pajak daerah,
5) melaksanakan  kegiatan  penelitian  dan  pengukuran
lapangan/lokasi  obyek  dan  wajib  pajak  sesuai  kebutuhan
organisasi  guna  kelengkapan  data  dalam  sistem  manajemen
pajak daerah; 
k. Kepala Sub Bidang Penetapan 
 Kepala  Sub Bidang  Penetapan  mempunyai  tugas  pokok
membantu  Kapala  Bidang  Pendataan  dan  Penetapan  dalam
melakukan  penghitungan,  penetapan,  penetapan  secara  jabatan,
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penetapan tambahan pajak daerah, dan penerbitan Surat Ketetapan
Pajak Daerah (SKPD). Uraian tugas pokoknya yaitu ;
1) merencanakan  program  dan  kegiatan  pada  Sub  Bidang
Penetapan  sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan
penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
2) menyusun  konsep  rancangan  kebijakan  teknis  Sub  Bidang
Penetapan sesuai peraturan tentang pengelolaan penetapan pajak
daerah;
3) melaksanakan penelitian dan pengukuran lapangan/lokasi obyek
dan wajib pajak berdasarkan data pendaftaran agar mendapatkan
data yang akurat sebagai dasar penetapan pajak;
4) menyusun konsep nota perhitungan pajak terhutang berdasarkan
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk semua jenis
pajak  sebagai  dasar  penerbitan  Surat  Ketetapan Pajak  Daerah
(SKPD);
5) membuat konsep Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
6) membuat konsep ketetapan surat pemberitahuan pajak terhutang
(SPPT),  pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan  perkotaan
(PBB-P2)  dan  mendistribusikan ke  wajib  pajak  sebagai  dasar
penarikan PBB-P2;
l. Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan
  Kepala  Bidang  Penagihan  dan  Keberatan  mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Badan melaksanakan pengelolaan
pendapatan  daerah  yang  meliputi  penagihan  pajak  daerah  dan
penanganan  keberatan  wajib  pajak  serta  pelayanan  pajak  daerah
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yang berkaitan dengan penagihan dan  keberatan. Adapun uraian
tugas pokoknya yaitu;
1) merencanakan  program  dan  kegiatan  pada  Bidang  Penagihan
dan  Keberatan  sesuai  dengan  dokumen  perencanaan  sebagai
bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
2) menyusun  rancangan  kebijakan  teknis  Bidang  Penagihan  dan
Keberatan  sesuai  peraturan  tentang  penagihan  dan  keberatan
pajak daerah;
3) menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang Penagihan dan
Keberatan  sesuai  dengan  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran
(DPA) guna menunjang kegiatan pelayanan publik;
4) memverifikasi laporan piutang pajak daerah dan Surat Tagihan
Pajak  Daerah  (STPD)  secara  berkala   sebagai  dasar  untuk
pelaksanaan penagihan;
5) memverifikasi konsep laporan pengajuan permohonan angsuran,
restitusi  dan  keberatan  dari  wajib  pajak  dengan meneliti  data
dukung sebagai dasar pengambilan keputusan;
m. Kepala Sub Bidang Penagihan
 Kepala  Sub Bidang  Penagihan mempunyai  tugas  pokok
membantu  Kepala  Bidang  Penagihan  dan  Keberatan,  dalam
melakukan penagihan dan pelayanan pajak daerah serta pelaporan
pajak  daerah.  Uraian  tugas  pokok kepala  sub  bidang  penagihan
yaitu; 
1) melakukan  pengolahan  dan  penelaahan  data  sebagai  bahan
penyusunan rencana kerja;
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2) melakukan  pengolahan  dan  penelaahan  data  sebagai  bahan
perumusan  kebijakan  teknis  penagihan  dan  pelayanan  pajak
daerah; 
3) melakukan penagihan dan pendistribusian surat serta dokumen
yang berkaitan dengan penagihan pajak daerah;
4) melaksanakan penagihan dan pelayanan pajak daerah;
5) melaksanakan  pengelolaan  piutang  pajak  daerah  serta
merumuskan teknis penagihannya;
6) melakukan penyusunan laporan  berkala  realisasi  penerimaan
dan tunggakan pajak daerah;
  
n. Kepala Sub Bagian Keberatan
 Kepala  Sub Bidang  Keberatan  mempunyai  tugas  pokok
membantu  Kepala  Bidang  Penagihan  dan  Keberatan  dalam
melakukan  pertimbangan  kajian  keberatan  dan  penghitungan
penetapan keberatan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang  Bayar/Lebih  Bayar  (SKPDKB/LB)  serta  penanganan
keberatan  wajib  pajak.  Uraian  tugas  dari  sub  bagian  keberatan
yaitu;
1) melakukan  pengolahan  dan  penelaahan  data  sebagai  bahan
penyusunan rencana kerja;
2) melakukan  pengolahan  dan  penelaahan  data  sebagai  bahan
perumusan kebijakan teknis penanganan keberatan wajib pajak;
3) melakukan penghitungan besarnya keberatan pajak daerah serta
menyusun konsep surat  keputusan atas  keberatan,  keringanan,
dan pembebasan/penghapusan pajak daerah;
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4) melakukan  pendistribusian  Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah
(SKPD) hasil usulan keberatan;
5) melakukan  penyiapan  bahan  penerbitan  Surat  Perjanjian
Angsuran dan surat-surat ketetapan pajak lainnya;
6) memberikan pelayanan pengajuan keberatan wajib pajak;
7) melakukan  pengolahan  dan  penelaahan  data  keberatan  wajib
pajak;
o. Kelompok Pejabat Fungsional
 Kelompok  jabatan  fungsional  mempunyai  tugas  pokok
membantu  Kepala  Badan  dalam  pelaksanaan  wewenang,  tugas
pokok dan fungsi Badan sesuai uraian tugas berdasarkan Pedoman
Angka  Kredit  Jabatan.  Dalam  menjalankan  tugasnya  kelompok
jabatan  fungsional  mendasarkan  pada  prinsip  kompetensi,
keahlian/keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 
B. Hasil Penelitian 
1. Tingkat Evektivitas PBB-P2 Kabupaten Tegal Tahun 2014-2018.
Berikut  ini  adalah  tingkat  efektivitas  PBB-P2  yang  dipungut  oleh
Pemerintah Kabupaten Tegal selama 5 (lima) tahun :
Tabel 4.1
Tingkat Efektivitas PBB-P2 Di Kabupaten Tegal Tahun 2014-2018
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp)
Efektivitas
(%) Kriteria
2014    20.000.000.000    17.918.250.002 90% Efektif 
2015     22.000.000.000    20.534.830.549  93% Efektif 
2016    22.000.000.000    21.256.094.665  97% Efektif 
2017     25.000.000.000    26.296.049.376  105% Sangat Efektif 
2018     30.677.810.000  25.443.403.009  83%  Efektif
Rata-Rata  94% Efektif  
 Sumber: Data yang diolah Tahun 2019  
Dengan Menggunakan Rumus: 
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 Efektivitas = 
Realisasi PBB−P2
Target PBB−P2 x 100%
Perhitungannya sebagai berikut:
Tahun 2014 = 
17.918.250 .002
20.000 .000 .000  x100%
= 90%
Tahun 2015 = 20.534 .830 .54922.000.000 .000  x 100%
= 93%
Tahun 2016 = 
21.256 .094 .665
22.000.000 .000  x100%
= 97%
Tahun 2017  = 
26.296 .049 .376
25.000.000 .000  x100%
  = 105%
Tahun 2018  = 25.443.403 .00930.677 .810 .000  x100%
  = 83% 
Adapun grafik tentang tingkat efektifitas penerimaan PBB-P2 pada 
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 Sumber : Data Diolah (2019)  
 Dari  data  yang didapat  dari  Realisasi  Pendapatan di Kabupaten Tegal,
Pendapatan Penerimaan PBB-P2 setiap tahunnya mengalami peningkatan namun
jika dihitung menggunakan rumus Efektivitas dari tahun 2014-2018 di Kabupaten
Tegal maka hasil perhitungan tersebut menunjukan tingkat efektivitas dari tahun
2014 sampai 2018 mengalami kenaikan dan penurunan yaitu mengalami kenaikan
dari  tahun  2014  sampai  dengan  2017  sedangkan  pada  tahun  2018  tingkat
efektivitas  PBB-P2  di  Kabupaten  Tegal  mengalami  penurunan  dengan  tingkat
efektivitas  83%.   Hasil  perhitungan  ini  sesuai  dengan  hasil  wawancara  yang
dilakukan oleh peneliti  kepada petugas  BP2D yaitu tentang bagaimana tingkat
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efektivitas  PBB-P2  dikabupaten  Tegal.  menurut  pak  Indri  salah  satu  petugas
BP2D  menyatakan bahwa:
 Penerimaan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Tegal  untuk  Tahun  2014
sampai 2018 tidak ada masalah kecuali ditahun 2018.  Sedangkan dari
pajak  Daerah  yang  bersumber  dari  PBB-P2  setiap  tahunnya  belum
melampaui  dari  target  PBB-P2nya,  adapun  penyebab  atau  hambatan
yang sering terjadi dalam pungutan pajak antara lain; Masih rendahnya
kesadaran  Wajib  Pajak  dalam  melaksanakan  kewajibannya  (yaitu
membayar pajak sesuai ketentuan), banyaknya subyek dan obyek pajak
yang  sudah  tidak  sesuai  dengan kondisinya  (meninggal/hilang/pindah
tangan/mutasi/berkurang), banyaknya  pemilik  yang  ada  diluar  kota,
sehingga  sulit  dihubungi, masih  adanya  oknum  aparat  desa   yang
menggunakan titipan uang pajak dari warga masyarakat. 
  Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun pendapatan daerah
mengalami peningkatan dan penurunan dan penerimaan PBB-P2 dari tahun 2014
sampai 2018 belum mencapai targetnya tetapi pemerintah Kabupaten Tegal sudah
cukup baik dalam pencapaian  tingkat efektivitas PBB-P2 terhadap Pendapatan
Daerah di Kabupaten Tegal, hal ini dapat dibuktikan dengan presentase dari hasil
penelitian yang menunjukan angka diatas 80% yang artinya sudah efektif.
2. Tingkat Pertumbuhan PBB-P2 Kabupaten Tegal Tahun 2014-2018.
Berikut  ini  adalah  tingkat  Pertumbuhan  PBB-P2  yang  dipungut  oleh
Pemerintah Kabupaten Tegal selama 5 (lima) tahun :
Tabel 4.2
Tingkat Pertumbuhan  PBB-P2  Di Kabupaten Tegal Tahun 2014-2018
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Sumber : Data yang diolah 2019 
Rumus yang digunakan adalah :
Pertumbuhan = 
PendapatanTahunt−PendapatanTahun( t−1)
PendapatanTahun (t−1 )  x 100%
a. Perhitungan Petumbuhan Pendapatan Daerah  sebagai berikut :
 Tahun 2014 = 1.824 .126 .865 .270−00  = 0
Tahun 2015 = 
2.005 .949 .923 .740−1.824 .126 .865 .270
1.824 .126 .865.270  = 9,97%
Tahun 2016 = 
2.146 .726 .268 .252−2.005 .949 .923.740
2.005 .949.923 .740  = 7,02% 
Tahun 2017 = 
2.305 .326 .785 .585−2.146 .726 .268 .252
2.146 .726 .268.252  = 7,39% 
Tahun 2018 = 2.464 .482.003 .694−2.305.326 .785 .5852.305 .326 .785.585  = 6,90% 
b. Perhitungan Petrtmbuhan PBB-P2  sebagai berikut:  
Tahun 2014 = 
17.918 .250 .002−0
0  = 0
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Tahun 2015 = 
20.534 .830 .549−17.918.250 .002
17.918 .250.002  = 14,60%
Tahun 2016 = 
21.256 .094 .665−20.534 .830 .549
20.534 .830 .549  = 3,51% 
Tahun 2017 = 
26.296 .049 .376−21.256.094 .665
21.256 .094 .665  = 23,71% 
Tahun 2018 = 25.443 .403 .009−26.296 .049 .37626.296 .049.376  = -3,24%
 Adapun Grafik yang menggambarkan Tingkat pertumbuhan PBB-P2 dan 
Pendapatan Daerah pada pemeintah Kabupaten Tegal tahun 2014 sampai dengan  
2018 sesuai dengan hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:
Grafik 4.2
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Tingkat Pertumbuhan PBB-P2 dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal

















Sumber: Data yang diolah (2019) 
  Dilihat dari Realisasi pendapatan Daerah yang bersumber dari PBB-P2 di
Kabupaten Tegal setiap tahunya menunjukan kenaikan yang signifikan. Namun
jika diperhitungan dengan menggunakan rumus tingkat pertumbuhan pendapatan
daerah dan tingkat  pertumbuhan PBB-P2 maka hasil  perhitungan pertumbuhan
pendapatan Daerah menunjukan setiap tahunnya mengalami penurunan yaitu dari
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tahun  2014  sampai  dengan  2018.  Sedangkan  dari  hasil  perhitungan  tingkat
pertumbuhan  PBB-P2  menunjukan  bahwa  tingkat  pertumbuhan  PBB-P2  dari
tahun 2014 – 2018 mengalami fluktuasi yaitu tingkat pertumbuhan yang paling
tinggi pada tahun 2017 sebesar 23,71% dan mengalami penurunan pada tahun
2018 yaitu  3,24%.  Hal  ini  berarti  tingkat  pertumbuhan  PBB-P2 di  Kabupaten
Tegal belum stabil. 
3. Kontribusi  PBB-P2  Terhadap  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Tegal   Tahun
2014-2018.
Berikut  ini  adalah  Kontribusi   PBB-P2  yang  dipungut  oleh  Pemerintah
Kabupaten Tegal  Terhadap Pendapatan Daerah  selama 5 (lima) tahun 
Tabel 4.3

















































Sumber : Data yang diolah 2019 
Rumus yang digunakan adalah :
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Kontibusi PBB- P2 = 
Realisasi PBB−P2
Realisasi Pend .Daerah  x 100%
Perhitungan Kontribusi PBB- P2 adalah sebagai berikut :
Tahun 2014 = 
17.918.250 .002
1.824 .126 .865 .270  = 0,98% 
Tahun 2015 = 
20.534 .830 .549
2.005 .949 .923 .740  = 1,02% 
Tahun 2016 = 
21.256 .094 .665
2.146 .726 .268 .252  = 0,99% 
 Tahun 2017 = 
26.296 .049 .376
2.305 .326 .785 .585  = 1,14% 
 Tahun 2018 = 
25.443.403 .009
2.464 .482.003 .694  = 1,03% 
Adapun  Grafik  yang  menggambarkan  kontribusi  PBB-P2  Terhadap
Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Tegal  tahun  2014 sampai  dengan   2018 sesuai
dengan hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:
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Grafik 4.3
Kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Daerah












   Sumber : Data Diolah (2019)  
  Dari hasil penerimaan realisasi pendapatan Daerah di Kabupaten Tegal
tahun 2014 – 2018  mnujukan bahwa  realisasi PBB-P2 dan pendapatan daerah
tiap tahunnya meningkat tetapi dari hasil perhitungan kontribusinya PBB-P2 jika
dilihat  dari  kriteria  masih  sangat  kurang  dalam  memberikan  kontribusinya
terhadap  pendapatan  daerah  Kabupaten  Tegal.   hal  ini  sesuai  dengan  hasil
wawancara dengan petugas BP2D yang bernama Indriyanto;
 Menurut  pak  indri  bahwa  PBB-P2  belum  memberikan  sumbangan
kepada pendapatan daerah Kabupaten Tegal  dengam maksimal atau
masih sangat kurang dalam memberikan kontibusinya.
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 Hal ini dibenarkan dengan penelitian ini yaitu dari hasil perhitungan tahun
2014 sampai 2018 dengan rata –rata dari per tahun adalah 1,03% dengan kriteria
sangat  kurang.   hal  ini  perlu  digali  sumber-sumber  pendapatan  daerah  yang
berpotensi  menambah  Pendapatan  Daerah  tiap  tahunnya,  serta  meningkatkan
kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  berperan  dalam  penerimaan
Pendapatan Daerah sehingga dapat lebih mengoptimalkan potensi-potensi Sumber
Daya Alam (SDA) dan sektor-sektor yang berpotensi meningkatkan Pendapatan
Daerah Kabupaten Tegal.  
C. Pembahasan  
1. Tingkat efektivitas PBB-P2   
Tingkat  efektivitas  PBB-P2  menggambarkan  kemampuan
Pemerintah  Kabupaten  Tegal  dalam merealisasikan  target  suatu  potensi
pada PBB-P2 yang telah ditetapkan dalam suatu ukuran. dari  tabel 4.1
diatas dapat dilihat bahwa realisasi PBB-P2 selalu melampaui target PBB-
P2nya. Namun jika dilihat dari hasil perhitungan tingkat efektivitas PBB-
P2 dari tahun 2014 sampai dengan 2018. Pada  tahun 2014-2018 relatif
stabil mengalami peningkatan dengan kriteria efektif  untuk tahun 2014-
2016 dan tahun 2017 sangat efektif  (lihat tabel 4.1)  dan terjadi penurunan
di tahun 2018 dengan target 30.677.810.000 dan realisasi  25.443.403.009
serta dengan kriteria efektif.  Dari hasil penelitian ada beberapa masalah
yang menyebabkan  penurunan PBB-P2, disebabkan karena faktor- faktor
seperti adanya perubahan status tanah, nama subyek pajak, luasan obyek
pajak, selain itu juga kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar
pajak dan ini disebabkan karena kesibukan wajib pajak sehingga tidak ada
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waktu untuk membayar pajak, kurangnya pemahaman tentang pentingnya
membayar  pajak  sehingga  kurang  peduli  untuk  membayar  pajak,
terkadang juga ada keperluan mendesak sehingga uang yang seharusnya
digunakan untuk membayar  pajak harus terpakai untuk biaya keperluan
tersebut.  tingkat  efektifitas tertinggi terjadi pada tahun 2017   sebesar
105%    .  kemudian tingkat efektivitas terendah terjadi pada tahun  2018
sebesar 83%. Dari hasil rata-rata tingkat efektivitas pertahun sebesar 94%.
Dari  hasil  rata-  rata  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pemerintah
Kabupaten  Tegal  dari  tahun  2014  sampai  2018  cukup  berhasil  dalam
mencapai  target  suatu  potensi  dari  PBB-P2   yang  telah   diterima
Kabupaten Tegal  setiap tahunnya.  Dengan kata  lain kinerja  penerimaan
dari PBB-P2 di Kabupaten Tegal dari tahun 2014 sampai 2018 semakin
baik. 
2. Tingkat Pertumbuhan PBB-P2 
 Tingkat  Pertumbuhan  menggambarkan  keberhasilan  Pemerintah
Kabupaten Tegal dalam merealisasikan pendapatan daerah yang bersumber
dari  PBB-P2  dari  satu  periode  ke  periode  berikutnya.  Pertumbuhan
pendapatan daerah diharapkan mengalami pertumbuhan yang positif dan
kecenderungannya meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang
negatif maka hal itu menunjukkan terjadi penurunan kinerja pendapatan.  
 Dari hasil perhitungan penelitian Tabel 4.2 bahwa pertumbuhan
pendapatan daerah di Kabupaten Tegal tahun 2014-2018 setiap tahunnya
mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Tingkat pertumbuhan pendapatan
daerah yang tertinggi terjadi pada tahun 2015 yang mencapai 9,97%. Dan
untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan setiap
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tahunnya  (lihat  tabel  4.2)  Pertumbuhan  pendapatan  daerah  diharapkan
dapat mengimbangi laju inflasi pemerintah. 
Demikian juga dengan pertumbuhan PBB -P2 yang perkembangan
penerimaannya  tidak  stabil  yang  sangat  berpengaruh  pada  pendapatan
daerah  karena  juga  merupakan  sumber  pendapatan  daerah  yang  cukup
besar. Pertumbuhan penerimaan PBB-P2 di tahun 2014-2018 mengalami
fluktuatif, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar  23,71%.
Dan  terjadi  penurunan  yang  sangat  signifikan  di  tahun  2018  sebesar
-3,24%. Hal ini disebabkan karena pencapaian penerimaan PBB-P2 yang
tidak sesuai dengan  terget PBB-P2, sehingga mengakibatkan penurunan
tingkat pertumbuhan PBB-P2 di tahun 2018.  
3. Kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Daerah 
 Analisis kontribusi PBB-P2 merupakan seberapa besar kontribusi
yang diberikan dari penerimaan PBB-P2 terhadap pendapatan daerah. Dari
tabel 4.3 kontribusi yang diberikan PBB untuk pendapatan daerah secara
keseluruhan  mengalami  peningkatan  dan  penurunan  setiap  tahunnya,
namun  jika  dilihat  dari  klasifikasi  kriteria  kontribusi  pajak  bumi  dan
bangunan  masih  sangat  kurang  memberikan  kontribusinya  terhadap
pendapatan  daerah.   Kontribusi  PBB-P2  terhadap  pendapatan  daerah
tertinggi  terjadi  pada  tahun 2017 sebesar  1,14% dengan kriteria  sangat
kurang.  dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 0,98%
dengan  kriteria  sangat  kurang.  jika  dilihat  dari  pendapatan  daerah  di
Kabupaten Tegal yang tertinggi adalah Dana Perimbangan yang terdiri dari
dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. kontribusi
penerimaan  pajak  daerah  yang  bersumber  dari  PBB-P2  sendiri  bukan
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termasuk yang paling  dominan melainkan  yang paling  dominan adalah
Pajak  Penerangan Jalan (PPJ),  PBB-P2 merupakan pemberi  sumbangan
terbesar kedua setalah PPJ. 
Berdasarkan  hasil  analisis,  sumbangan  yang  diberikan  PBB
terhadap pendapatan daerah masuk dalam kategori sangat kurang dengan
rata  –  rata  presentase  sebesar  1,03%.  Penurunan kontribusi  PBB-P2 di
Kabupaten Tegal terhadap Pendapatan Daerah dikarenakan adanya kendala
dalam  rangka  optimalisasi  penerimaan  PBB-P2  di  Kabupaten  Tegal.
Sehingga hal tersebut berdampak terhadap kontribusi yang diberikan PBB-
P2 terhadap Pendapatan Daerah. Kendala tersebut berupa sosialisasi yang
belum  merata,  Masih  rendahnya  kesadaran  Wajib  Pajak  dalam
melaksanakan  kewajibannya  (yaitu  membayar  pajak  sesuai  ketentuan),
banyaknya  subyek  dan  obyek  pajak  yang  sudah  tidak  sesuai  dengan
kondisinya  (meninggal/hilang/pindah  tangan/mutasi/berkurang),
banyaknya pemilik yang ada diluar kota, sehingga sulit dihubungi, masih
adanya oknum aparat  desa  yang menggunakan titipan uang pajak dari
warga  masyarakat.  Hasil  dari  penerimaan  PBB  direalisasikan  untuk
menyediakan fasilitas  umum yang digunakan masyarakat  berupa rumah





Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  dilakukan  sebelumnya  dapat
disimpulkan bahwa tingkat efektivitas, tingkat pertumbuhan dan kontribusi
PBB-P2  terhadap  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Tegal  adalah  sebagai
berikut: 
1. Tingkat Efektivitas PBB-P2 dari tahun 2014 sampai dengan 2018 di
Kabupaten  Tegal,  Pada  tahun  2014-2018  relatif  stabil  mengalami
peningkatan kecuali tahun 2018 mengalami penurunan, dengan kriteria
efektif   untuk  tahun  2014-2016  dan  tahun  2017  sangat  efektif  dan
terjadi  penurunan  di  tahun  2018  dengan  kriteria  efektif,  hal
dikarenakan  realisasi  yang  tidak  mencapai  targetnya.  dapat
disimpulkan  bahwa  tingkat  efektivitas  penerimaan  PBB-  P2 cukup
berhasil dalam mencapai target yang telah ditentukan oleh pemerintah
Kabupaten Tegal.  
2.  Tingkat pertumbuhan pendapatan daerah yang tertinggi terjadi pada
tahun  2015.  Dan  untuk  tahun  2016  sampai  dengan  tahun  2018
mengalami  penurunan  setiap  tahunnya.  Demikian  juga  dengan
pertumbuhan PBB-P2 yang perkembangan penerimaannya tidak stabil
Pertumbuhan  penerimaan  PBB-P2  di  tahun  2014-2018  mengalami
fluktuatif, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017. Dan terjadi
penurunan yang sangat signifikan di tahun 2018. Hal ini disebabkan
karena  pencapaian  penerimaan  PBB-P2  yang  tidak  sesuai  dengan
terget  PBB-P2,  sehingga  mengakibatkan  penurunan  tingkat
pertumbuhan PBB-P2 di tahun 2018. 
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3. Jumlah penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Tegal masih kurang dalam
memberikan kontribusi  bagi  pendapatan  daerah.  Kontribusi  PBB-P2
terhadap pendapatan daerah tertinggi terjadi pada tahun 2017, dengan
kriteria sangat kurang, dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2015
dengan kriteria  sangat  kurang juga  .  sumbangan pajak  daerah  yang
paling  dominan  adalah  Pajak  Penerangan  Jalan  (PPJ),  PBB-P2
merupakan pemberi sumbangan terbesar kedua setalah PPJ.  
B. Saran 
 Dari kesimpulan yang sudah uraikan diatas , sebagai masukan bagi
Pemerintah  Kabupaten  Tegal  dalam  upaya  meningkatkan  pendapatan
Daerah adapun saran sebagai berikut: 
1. Pemerintah  Kabupaten  Tegal  diharapkan  dapat  lebih  meningkat
Penerimanaan Pendapatan Daerah  dengan meningkatkan intensifikasi
dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang berpotensi
menambah  Pendapatan  Daerah  tiap  tahunnya,  serta  meningkatkan
kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  berperan  dalam
penerimaan Pendapatan Daerah sehingga dapat lebih mengoptimalkan
potensi-potensi  Sumber  Daya  Alam  (SDA)  dan  sektor-sektor  yang
berpotensi meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal.  
2. Memberikan  penyuluhan  secara  berkala  kepada  masyarakat  tentang
pentingnya  membayar  pajak  khususnya  pajak  bumi  dan  bangunan
pedesaan  dan  perkotaan   karena  secara  tidak  langsung  realisasi
penerimaan  dari  pajak  akan  sangat  bermanfaat  bagi  masyarakat
nantinya. 
3. Karena kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan daerah sangat kurang
maka hendaknya BP2D Kabupaten Tegal lebih meningkatkan potensi
102
PBB-P2 yang sudah ada. Selain itu diharapkan Pemerintah Kabupaten
Tegal  dapat  memaksimalkan  potensi  yang  sudah  ada  sehingga
penerimaan Pajak Daerah lebih meningkat lagi. 
4. Pemerintah  Kabupaten  Tegal  harus  terus  meningkatkan  kinerjanya,
misalnya dengan Pendataan ulang Wajib PBB-P2 agar potensi-potensi
baru  atas  PBB-P2  dapat  terdata  dengan  baik  dan  Meningkatkan
penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan  dengan  cara  memberikan
kemudahan -kemudahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah.
5. untuk peneliti  selanjutnya,  diharapkan penelitian ini  dapat  dijadikan
penelitian  kuantitatif  berdasarkan  hambatan  dan  kendala  yang
menyebabkan  penerimaan  PBB-P2  di  Kabupaten  Tegal  menuru.
Misalnya dengan judul ”Faktor-Faktor penghambat penerimaan PBB-
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LAMPIRAN
Daftar Pertanyaan Wawancara 
1. Apakah ada Permasalahan dalam Pencapaian Target PBB-P2 dari Tahun 2014-
2018 ?
2. Apakah tiap setiap tahunya pecapaian PBB-P2 mengalami peningkatan atau
penurunan atau malah setiap tahunya menurun ? 
3. Apa yang menyebabkan kenaikan atau penurunan penerimaan PBB-P2 setiap
tahunnya ? 
4. Apakah  Pendapatan  Daerah  yang  paling  Dominan  untuk  memberikan
Kontribusinya merupakan Pajak Bumi dan Bangunan ? 
5. Selama  5  (  Lima  )  tahun  terahir  pada  tahun  berapakan  tingkat  PBB-P2
mengalami penurunan dan apa penyebabnya ? 
6. Faktor apa saja yang dapat meningkatkan pendapatan daerah, baik dari segi
pelayanan maupun tenaga kerja ?
7. Apa saja yang menyebabkan subjek pajak enggan membayarkan pajak bumi
dan bangunan pedesaan perkotaan? 
8. Apabila Tarif Pajak setiap Tahunnya di Kabupaten Tegal meningkat, maka apa
saja yang menyebabkan peningkatan tarif tersebut, dan peningkatan ini dapat
mempengaruhi masyarakat untuk enggan membayarkan atau tidak?
9. Hambatan-hambatan  atau  kendala  apa  saja  yang  sering  terjadi  dilapangan
tengtang PBB-P2? 




1. Apakah ada  Permasalahan dalam
Pencapaian  Target  PBB-P2  dari
Tahun 2014-2018 ?
Ada  dan  banyak
permasalahan  yang  muncul





tiap tahunnya, seperti adanya
perubahan status tanah, nama
subyek  pajak,  luasan  obyek
pajak dll 
2. Apakah  tiap  setiap  tahunya
pecapaian  PBB-P2  mengalami
peningkatan  atau  penurunan atau
malah setiap tahunya menurun ? 
setiap  tahunnya  pencapaian
PBB-P2  terus  mengalami
peningkatan  tiap  tahunnya,





3. Apa yang menyebabkan kenaikan
atau penurunan penerimaan PBB-
P2 setiap tahunnya ? 
 
Kenaikan disebabkan adanya
subyek pajak yang baru juga
adanya  pendataan  lapangan
yang  merubah  nilai  jual
obyek  pajak  karena
perubahan  obyek   pajak
misalnya  dari  tanah  kosong,
menjadi  bangunan  rumah.





4. Apakah Pendapatan Daerah yang
paling  Dominan  untuk
memberikan  Kontribusinya
merupakan  Pajak  Bumi  dan
Bangunan ? 













5. Selama 5 (  Lima )  tahun terahir
pada  tahun  berapakan  tingkat
PBB-P2  mengalami  penurunan
dan apa penyebabnya ?
 
Dalam  5  (lima)  tahun
terakhir,  hampir  semua
penerimaan PBB-P2 naik dari
tahun ke tahunnya . 
Bpa. 
Idr
6. Faktor  apa  saja  yang  dapat
meningkatkan pendapatan daerah,
baik dari segi pelayanan maupun
tenaga kerja ?
 
Faktor  yang  dapat
meningkatkan  pendapatan
daerah  ada  beberapa  antara
lain:  faktor  kepatuhan  wajib
pajak,  faktor  pelayanan,
faktor  publikasi  dan
sosialisasi  kepada




urgent  adalah  kepatuhan
waajib  pajak   serta  adanya
pendataan yang terus menerus
dan  komprehensif  terhadap
potensi pajak daerah;
 
7. Apa  saja  yang  menyebabkan
subjek  pajak  enggan
membayarkan  pajak  bumi  dan
bangunan? 
 
Karena  belum  diterapkannya
sanksi yang maksimal, seperti
sanksi  yang  memberatkan
wajib pajak dan sanksi pidana
nya;
 
8. Apabila  Tarif  Pajak  setiap
Tahunnya  di  Kabupaten  Tegal
meningkat,  maka  apa  saja  yang
menyebabkan  peningkatan  tarif
tersebut,  dan  peningkatan  ini
dapat  mempengaruhi  masyarakat
untuk enggan membayarkan atau
tidak? 
 
Peningkatan tarif pajak tidak 
dapat dilakukan setiap tahun. 
Peningkatan tarif pajak sesuai
aturan perundang-udangan 
minimal 3 (tiga) tahun sekali. 
Dan setiap kali ada perubahan
tarif NJOP, maka secara 
kuantitas jumlah pendapatan 
akan meningkat, tetapi 
memang akan berkurang 
jumlah wajib pajak yang 
membayarnya. Karena 
memang setiap kali ada 
kenaikan, diimbagi dengan 
batasan minimal terendah 
nilai pajak yang dibayar. Jadi 
yang diuntungkan adalah 
masyarakat wajib pajak, 
dengan nilai NJOP rendah.
Bpa. 
Idr
9, Hambatan-hambatan atau kendala
apa  saja  yang  sering  terjadi
dilapangan tengtang PBB-P2?  
 






b)  banyaknya  subyek
dan obyek pajak yang









c)  banyaknya  pemilik
yang  ada  diluar  kota,
sehingga  sulit
dihubungi
d) masih  adanya  oknum
aparat  desa   yang
menggunakan  titipan
uang pajak dari warga
masyarakat
e) belum  dijadikannya
persyaratan  lunas
PBB  sebagai  bagian
pengurusan-
pengurusan  di  Desa,
Kecamatan  dan  di
Kabupaten 
 
